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P U T U S A N
NOMOR :  81 /  G /  2009 /  PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha 

Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  Pemer iksaan  

biasa  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  ber i ku t ,  da lam sengke ta  

anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

MOECHNILABIB,  M.A. ,   kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

pens iunan  PNS  (Dosen  UM),  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Simpang  Bogor  Nomor  :  9 

Kota  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  perkara  in i  member ikan  kuasa  

kepada  :  HERIANI  WIDIASTUTI ,  S.H. ,  

Kewarganegaraan  Indones ia  peker j aan  

Advokat ,  a lamat  kanto r  Ja lan  Sangga  Buana  

Nomor  :  17  Kota  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  

3  Ju l i  2009,  se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  

…………..   PENGGUGAT ;

M e l  a w a n  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR    UNIVERSITAS     NEGERI     MALANG   (  UM ) ,  

berkedudukan      d i  Ja lan  Surabaya  

No.  6 Kota  Malang  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  perkara  in i  member ikan  kuasa  

kepada  :  - - - - - - - - - - - - -

- Dr.  KUSNU GOESNIADHIE S,  S.H. ,  M.Hum 

;  - - - - - - - - -

- Prof .  Dr.  SUKO WIYONO, S.H. ,  M.Hum ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

- SUTOYO,  S.H. ,  M.Hum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- SIGIT  BUDI  SANTOSO,  S.H. ,  M.Hum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Advokat  ……….

Advokat  dan  Anggota  BKBH  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang,  bera lamat  di  Ja lan  Surabaya  

Nomor :  6 Malang  ;  - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

3697p/H32/KP/2009  te r t angga l  30 Ju l i  2009,  

se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .  TERGUGAT  ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  te rsebu t  

d ia tas  ; - - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  membaca  :  

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1. Sura t  gugatan  Penggugat  te r t angga l  16  Ju l i  2009  yang  

te rda f t a r  d i  Kepani te raan    Pengad i l an   Tata   Usaha  

Negara   Surabaya   pada  tangga l

22  Ju l i  2009  d ibawah  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  81/  

G/2009/PTUN.SBY. ;  - - -

2. Penetapan   Ketua   Pengad i l an   Tata   Usaha   Negara  

Surabaya    Nomor   :

81.K /PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tangga l  23  Ju l i  2009  

ten tang  penun jukkan  Maje l i s  Hakim   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  Nomor  :  81.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY.  

tangga l  24  Ju l i  2009  ten tang  Pemer iksaan  Pers iapan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

4. Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  Nomor  :  81.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY.  

tangga l   18  Agustus  2009  ten tang  har i  s idang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

5. Sete lah  membaca dan mempela ja r i  berkas  perkara  Nomor  :  

81/G/2009 /PTUN.SBY.  beser ta  se lu ruh  lampi ran - lampi ran  

yang  te rdapa t  d ida lamnya  ;  

3
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Sete lah  mendengar  kete rangan  dar i  saks i  yang  d ia j ukan  

oleh  Para  Pihak  yang  bersengke ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

TENTANG ………..

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan  sura t  gugatannya  

te r t angga l  16  Ju l i  2009  yang  te rda f t a r  d i  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  pada  tangga l  22  

Ju l i  2009  dengan  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

81/G/2009 /PTUN.SBY.  yang    te l ah    d iperba i k i    dan  

di te r ima    o leh    Maje l i s   Hakim   pada  pemer iksaan  

pers i apan  tangga l  18  Agustus  2009,  dengan  mengemukakan  

alasan- alasan  gugatan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Sura t  Keputusan  Rekto r  Univers i t a s  Neger i  

Malang  ten tang  Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah 

Negara  Di  Ja lan  Simpang  Bogor  No.  9  Kota  Malang  

di te r ima  oleh  PENGGUGAT pada  tangga l  12  Mei  2009.  

Oleh  karena  i t u  gugatan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  

yang  dia jukan  masih  da lam  tenggang  waktu  yang  

di ten tukan  dalam Pasa l  55  Undang- Undang  No.  5 Tahun  

1986  jo .  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  

4
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ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  sete lah  mener ima  Sura t  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ten tang  Pencabutan  Iz i n  

Penghun ian  Rumah Negara  Di  Ja lan  Simpang Bogor  No.  9 

Kota  Malang,   PENGGUGAT te lah  mengajukan  tawaran  

musyawarah  kepada  TERGUGAT.  Namun  TERGUGAT da lam 

sura tnya  te r t angga l  3  Jun i  No.  2843a/H32/TU/2009  

secara  je l as  menyatakan  bahwa Sura t  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ten tang  Pencabutan  Iz i n  

Penghun ian  Rumah  Negara  te r t angga l  11  Mei  2009  

bers i f a t  f i na l .  Oleh  karena  i t u ,  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  yang  di t e r b i t k an  TERGUGAT te rmasuk  

obyek  gugatan  yang  te lah  memi l i k i   s i f a t   kongkr i t ,  

ind i v i d ua l  dan f i na l ,   ser ta   memi l i k i   ak iba t

hukum . . . . . . . . . .

hukum  yang  merug ikan  bag i  PENGGUGAT,  ya i t u  dengan  

dicabu tnya  hak  PENGGUGAT  untuk  menghuni  rumah 

negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Berdasarkan  fak ta  hukum yang  ada,  PENGGUGAT sebaga i  

pens iunan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  d i  l i ngkungan  

UM menghuni  Rumah Negara  di  Ja lan  Simpang  Bogor  No.  

9 Kota  Malang  ada lah  berdasarkan  alas  hak  yang  sah,  

ya i t u  dengan  Sura t  Keputusan  Rekto r  IK IP  Neger i  

Malang  Nomor  SP.149/R /10 /1977  tangga l  28  Ju l i  1977  

ten tang  Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  di  Ja lan  

5
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Simpang  Bogor  No.  9  Kota  Malang.  Dalam  Keputusan  

te rsebu t  d inya takan  pula  bahwa Rumah Negara  di  Ja lan  

Simpang  Bogor  No.  9 Kota  Malang  ada lah  Rumah Negara  

Golongan  I I .  Sedangkan  dasar  penempatan  Rumah Negara  

in i  ada lah   :  - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pengatu ran  Perumahan  Sip i l  (B .W.R)  

1934  L.N.  No.  147  sebaga imana  te l ah  

diubah  dan  di t ambah  te rakh i r  dengan  

L.N.  No.  388  Tahun  1949  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Keputusan  Menter i  Peker j aan  

Umum  dan  Tenaga  L is t r i k  No.  

72/KPTS/1969  tangga l  1  Apr i l  1969  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

c. Keputusan  Menter i  Pendid i kan  dan 

Kebudayaan  Republ i k  Indones ia  No.  

0124/M/75  tangga l  11  Jun i  1975  yang  

dalam  Pasa l  10  nya  disebu tkan  bahwa 

penghun i  dapat  menempat i  te rus  rumah 

dinas  te rsebu t  sampai  

jandanya /dudanya  meningga l  dun ia  ;  

- - - - - - - - -   

Sei r i ng  dengan  per ja l anan  waktu ,  pe lbaga i  Keputusan  

yang  di te rb i t k an   Rekto r  IK IP  Malang  yang  kemudian  

6
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berubah  menjad i  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  yang  

menyangkut  penghun ian  Rumah Dinas  (Rumah  Negara)  di  

Ja lan  Simpang  Bogor .  Pelbaga i  Sura t  Keputusan  Rekto r  

te rsebu t  pada in t i n ya   se la l u  ber i s i   :   batas   waktu  

penghun ian   rumah  negara  ( rumah

dinas )  di  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

(UM)  . . . . . . . . .

dinas)  di  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  (UM)  adalah  

sampai  dengan  janda /duda  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  

yang  bersangku tan  meningga l .  Hal  in i  tampak  dar i  

Sura t  Keputusan  (SK)  Rekto r  UM te rakh i r  sebe lum  SK 

Rekto r  yang  di j ad i kan  obyek  sengketa  dalam  perkara  

in i ,  ya i t u  Sura t  Keputusan  Rekto r  Univers i t a s  Neger i  

Malang  Nomor:  0545- a/KEP/H32/PS/2007  tangga l  26  Jun i  

2007  ten tang  Penataan  Penghun ian  Dan  Sta tus  Rumah 

Negara  Di  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ;  -

4. Pada  tangga l  11  Mei  2009  Rekto r  Unives i t a s  Neger i  

Malang  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Rekto r  (Keputusan  

Tata  Usaha  Negara)  ya i t u :  Sura t  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  No:  0315-

018/KEP/H32/PS/2009  ten tang  Pencabutan  Iz i n  

Penghun ian  Rumah Negara  Di  Ja lan  Simpang Bogor  No.  9 

Malang  a.n .  Moehni l ab i b ,  M.A.  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  in i  secara  nyata / f a k t ua l  dan  dar i  seg i  hukum 

maupun  prosedura l  adalah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku .  Sela in  

7
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i t u ,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  in i  ba ik  substans i  

maupun  cara  penerb i t annya  ber ten tangan  dengan  asas-

asas  umum pemer in tahan  yang  baik .  Rinc ian  hal  in i  

dapat  d ike tengahkan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

5. Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  menjad i  obyek  da lam 

perkara  in i  da lam dik tumnya  mendasarkan  di r i  kepada  

Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  Nomor  76  Tahun  2008  ten tang  Pengelo laan  

Rumah  Negara  d i  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l .  Secara  lengkap ,  d ik t um  per tama menyatakan :  

“Dengan  di te rb i t k annya  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  76  Tahun  2008  

ten tang  Penge lo l aan  Rumah Negara  di

Lingkungan  . . . . . . . . . .

Lingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  maka semua 

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  yang  

te rka i t  dengan  Rumah  Negara  dinya takan  gugur  demi  

hukum dan t i dak  ber laku ” .  Is i  d ik tum  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  d i  atas  yang  menyatakan  

bahwa  semua  Keputusan  Rekto r  Univers i t a s  Neger i  

Malang  yang  te rka i t  dengan  Rumah Negara  dinya takan  

gugur  demi  hukum  dan  t i dak  ber laku  ada lah  

ber ten tangan  dengan  prosedur  pencabutan  Keputusan-

Keputusan  Rekto r  sebe lumnya.  Di  da lam Pera tu ran  
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Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  

76  Tahun  2008  ten tang  Penge lo laan  Rumah  Negara  di  

L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  t i dak  ada  

satu  pasa lpun  yang  menyatakan  atau  dapat  menyebabkan  

Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  te rsebu t  

menggugurkan  semua  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  di  

t i ngka t  leb ih  bawah  (Keputusan  Rekto r )  yang  te l ah  

di te rb i t k an  sebe lumnya .  Dengan  kata  la i n ,  TERGUGAT 

“ber l i n dung”  pada  Permendiknas  No.  76  Tahun  2008  

untuk  menyatakan  gugur  demi  hukum  dan  t i dak  

ber l akunya  Keputusan- keputusan  Rekto r  sebe lumnya  

te rmasuk  Keputusan  yang  d ibua t  o leh  Terguga t  

send i r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

6. Dar i  seg i  keber l akuan  ( geld ing / va l i d i t y )  

perundang- undangan,  Pera tu ran  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  

(Pera tu ran  Mendiknas)  Nomor  76 Tahun 2008  

ten tang  Pengelo laan  Rumah  Negara  di  

L ingkungan  Depar temen Pendid i kan  Nasiona l  

yang  di j ad i kan  dasar  oleh   TERGUGAT 

untuk   menerb i t kan   Keputusan   Tata  Usaha 

Negara

yang  menjad i  obyek  gugatan  ada lah  ber laku  se jak  

diundangkan ,  ya i t u  se jak   tangga l   3  Desember   2008  

9
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( v ide  Pasal   19 Pera tu ran  Mendiknas

No.  76 Tahun 2008)  . . . . . . . . . . .

 No.  76  Tahun  2008) .  Akiba t  hukum dar i  seg i  Hukum 

Tata  Usaha Negara  ia l ah ,  Pera tu ran  Mendiknas  te rsebu t  

t i dak  dapat  ber laku  secara  suru t  ( re t r o  akt i f ) .  

Dengan  kata  la i n ,  walaupun  Pera tu ran  Mendiknas  

te rsebu t  mencabut  dua  pera tu ran ,  ya i t u  Keputusan  

Menter i  Pendid i kan  dan  Kebudayaan  Nomor  0124/M/1975  

yang  te lah  diubah  dengan  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Nomor  0270/M/1980 ,  namun  tu j uan  pencabutan  

ke  dua  pera tu ran  yang  disebu t  te rakh i r  ada lah  untuk  

menghindar i  ber lakunya  beberapa  pera tu ran  hukum yang  

sa l i ng  ber ten tangan  yang  mengatur  ha l  yang  sama pada  

satu  kurun  waktu  te r t en t u .  Secara  yur id i s  Pera tu ran  

Mendiknas  Nomor  76  Tahun  2008  ten tang  Pengelo laan  

Rumah  Negara  d i  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  hanya  ber laku  untuk  perbua tan  maupun 

per i s t i wa  hukum  yang  bersangku tpau t  dengan  

penge lo l aan  rumah  negara  d i  l i ngkungan  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  se jak  3  Desember  2008  dan  

sete lahnya .  Dengan  demik ian ,  Peratu ran  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  (Pera tu ran  

Mendiknas )  Nomor  76  Tahun  2008  ten tang  Pengelo laan  

Rumah  Negara  d i  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  t i dak  dapat  d i j ad i kan  dasar /a l a san  bagi  

PENGGUGAT da lam  Dik tum  Keputusannya  untuk  menyatakan  
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gugur  demi  hukum  dan  t i dak  ber lakunya  Keputusan-

Keputusan  Rekto r  UM sebe lumnya  yang  te rka i t  dengan  

Rumah Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Sela in  t i dak  dapat  ber laku  suru t  ( re t r o  

akt i f ) ,  Peratu ran  Mendiknas  No.  76  Tahun  

2008  juga  t i dak  dapat  menyebabkan  

gugurnya ,  bata lnya  maupun  t i dak  

ber l akunya  “p roduk  hukum”  dar i  se lu ruh  

pera tu ran  yang  menyangkut   penge lo l aan  

rumah   negara   d i   l i ngkungan  

Depar temen

Pendid i kan  . . . . . . . . . . .

Pendid i kan  Nasiona l  sebe lum  Pera tu ran  Mendiknas  No.  

76  Tahun  2008  ber laku .  Yang  dimaksud  dengan  “p roduk  

hukum”  d i  s in i  ada lah  iz i n  penghun ian  yang  d i l akukan  

secara  sah  berdasarkan  pelbaga i  pera tu ran  hukum 

sebe lum  ber lakunya  Pera tu ran  Mendiknas  No.  76  Tahun  

2008  adalah  te tap  berdasarkan  pada  pera tu ran  yang  

lama.  Hal  in i  d isebabkan  karena  Pera tu ran  Mendiknas  

No.  76  Tahun  2008  t i dak  memuat  keten tuan  t rans i s i ,  

keten tuan  konvers i  maupun  keten tuan  la i nnya  yang  

mengatur  “p roduk  hukum”  dar i  pera tu ran / kepu tusan  

sebe lumnya  ;  - - - - - - - -

8. Bahwa  se la i n  ber ten tangan  dengan  

Permendiknas  No.  76  Tahun  2008,  Sura t  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  
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Malang  No:  0315- 018/KEP/H32/PS/2009  

tangga l  11  Mei  2009  ten tang  Pencabutan  

Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  Di  Ja lan  

Simpang  Bogor  No.  9  Malang  a.n .  

Moehni l ab i b ,  M.A.  adalah  ber ten tangan  

dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  (PP)  No.31  Tahun  2005  ten tang  

Perubahan  atas  PP  No.  40  Tahun  1994  

ten tang  Rumah Negara .  Di  da lam  PP No.31  

Tahun  2005  anta ra  la i n  ber i s i  ten tang  

keberadaan  Pens iunan  Pegawai  Neger i  

Sip i l  (PNS)  ser ta  janda /dudanya  yang  

te tap  memi l i k i  hak  untuk  menghuni  Rumah 

Negara  (v ide  pasa l  15  yo.  Pasa l  17  PP 

No.31  Tahun  2005)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

9. Bahwa  se la i n  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,   Keputusan    Rektor   Unive rs i t a s  

Neger i   Malang   ten tang

Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  Di  Ja lan  

Simpang  Bogor  No.  9  Kota  Malang  ada lah  ber ten tangan  

dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  seper t i  

yang  diamanatkan  dalam  Pasal  53  ayat  (2 )   huru f   B 
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Undang- Undang No.  9 Tahun 2004 ten tang  Perubahan  atas

Undang- Undang . . . . . . . . . . .

Undang- Undang No.  5 Tahun 1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara .   Di  da lam Penje lasan  atas  Undang- Undang 

No.  9 Tahun 2004 ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  

No.  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

pasa l  53  ayat  (2 )  Huru f  B secara  tegas  d isebu tkan  

bahwa asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  ada lah  :  

- - -

a. Asas  Kepast i an  Hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

b. Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Asas  Kepent i ngan  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

d. Asas  kete rbukaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Asas  Propors i ona l i t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

f .       Asas  Pro fes iona l i t a s ;  dan  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
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g. Asas  Akuntab i l i t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di  anta ra  pe lbaga i  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  te rsebu t  d i  atas ,  asas  kepas t i an  hukum 

(ce r t a i n t y  of  law)  yang  pada  dasarnya  merupakan  

kepas t i an  maupun jaminan  hukum yang  mengatur  hubungan  

para  pihak  (penghun i  rumah negara  dan UM) yang  dia tu r  

secara  past i  te rnya ta  gampang  d iubah  sedemik ian  rupa  

oleh  TERGUGAT, seh ingga  menimbulkan  ket i dakpas t i an  di  

ka langan  penghun i  rumah  negara  di  UM.  TERGUGAT yang  

sama,  ya i t u  Pro f .  Dr .  H.  Suparno  dalam  kapas i t asnya  

sebaga i  Rekto r  UM dalam  kurun  waktu  kurang  dar i  2 

(dua)  tahun  dalam  masa  jaba tannya  membuat  2  (dua)  

Keputusan  yang  sa l i ng  ber ten tangan  anta ra  yang  satu  

dengan  yang  la i n  ten tang  hal  yang  sama.  Pada tangga l  

26 Jun i  2007  d i t e rb i t k an  Keputusan  Rekto r  Univers i t a s  

Neger i  Malang  Nomor  0545- a/KEP/H32/PS/2007  tangga l  26 

Jun i  2007.  Dik tum  Per tama  dar i   Keputusan   te rsebu t  

ber i s i   :   Batas  waktu  penghun ian  atas   rumah

negara  . . . . . . . . . . . .

negara   ( rumah  dinas )    d i    Unive rs i t a s    Neger i  

Malang   ada lah   sampai

dengan  janda /duda  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  yang  

bersangku tan  meningga l .  Selan ju t nya  pada  tangga l  11 

Mei  2009  d i t e rb i t k an  Keputusan  Rekto r  ten tang  
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Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  di  Ja lan  

Simpang  Bogor  dan  Ja lan  Ambarawa  Kota  Malang .  Pada 

waktu  sos ia l i s a s i  Pera tu ran  Mendiknas  Nomor  76  Tahun  

2008  ten tang  Pengelo laan  Rumah Negara  d i  L ingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  Rekto r  se la l u  

ber l i ndung  dan  ketaku tan  yang  lua r  b iasa  kepada  

Komis i  Pemberantasan  Korups i  (KPK) .  Padaha l  keb i j akan  

Rekto r  yang  sama  seka l i  t i dak  bi j aksana  te rsebu t  

jus t r u  ber ten tangan  dengan  kepas t i an  hukum  yang  

diamanatkan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  1999  ten tang  

Penye lenggara  Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  dar i  

Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Penje lasan  atas  Undang- Undang  No.  9 

Tahun 2004 ten tang  Perubahan  atas  Undang-

Undang No.  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  pasa l  53  ayat  (2 )  

Huru f  B secara  tegas  juga  menyebutkan  

bahwa  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  anta ra  la i n  adalah  propors i ona l i t a s  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Undang- Undang 

No.  28  Tahun   1999   ten tang  

Penye lenggara   Negara   yang   Bers ih   dan  

Bebas

dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme.  TERGUGAT se laku  

Penye lenggara  Negara  secara  t i dak  propors i ona l  
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membuat  Keputusan  yang  berbeda  anta ra  Rumah Negara  

yang  te r l e t a k  d i  Ja lan  Simpang  Bogor ,  Ja lan  Ambarawa 

dan  Ja lan  Tumapel  Kota  Malang  di  satu  s is i  dengan  

Rumah Negara  d i  Ja lan  Semarang,  Ja lan  Bogor ,   Ja lan  

Bl i t a r ,  Ja lan  Sala t i ga  dan   Ja lan   Magelang   Kota  

Malang   d i   s is i   la i n   yang   juga   merupakan

Rumah . . . . . . . . . . . . . . .

Rumah   Negara   d i  l i ngkungan  Univers i t a s   Neger i  

Malang.  Untuk  obyek

yang  sama  (Rumah  Negara)  di  Ja lan  Simpang  Bogor ,  

Ja lan  Ambarawa  dan  Ja lan  Tumapel  TERGUGAT mencabut  

i z i n  penghun iannya ,  sedangkan  untuk  Ja lan  Semarang,  

Ja lan  Bogor ,  Ja lan  Bl i t a r ,  Ja lan  Sala t i ga  dan  Ja lan  

Magelang  Kota  Malang  dengan  golongan  yang  sama 

TERGUGAT membiarkan  te tap  d i t empat i  penghun inya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  pada  a lasan- alasan ,  fak ta  hukum dan  ura ian -

ura ian  yang  te l ah  d ikemukakan  di  atas ,  maka  TERGUGAT 

te l ah  menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku .  Sela in  i t u ,  TERGUGAT  sebaga i  penye lenggara  

negara  te lah  melakukan  perbua tan  yang  ber ten tangan  dengan  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik ,  seh ingga  bera lasan  

hukum  bahwa  obyek  sengketa  dinya takan  bata l / t i d a k  sah  

oleh  Pengadi l an  dan  mewaj ibkan  kepada  TERGUGAT untuk  

mencabut  Sura t  Keputusan  yang  menjad i   obyek  sengketa .  
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Pada  s is i  la i n ,  Penggugat  sebaga i  pens iunan  PNS  di  

l i ngkungan  UM masih  te tap  berhak  menghuni  Rumah Negara  

yang  te rcan tum  dalam  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i .  

Berdasarkan  ha l  i t u ,  PENGGUGAT mohon kepada  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  member i kan  

Putusan  dengan  amar  Putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Penundaan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- PENGGUGAT  yang  te l ah  mengabdikan  d i r i  d i  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  (UM)  se jak  tahun  1960  

dalam  pengabd iannya  hanya  melakukan  keg ia tan  

yang  bersangku tpau t  dengan  member i  ku l i ah ,  

melakukan  pene l i t i a n  dan  pengabd ian  pada  

masyaraka t .  Untuk  pengabd ian  te rsebu t ,   UM 

se la l u   member ikan   jaminan   bahwa  PENGGUGAT 

boleh

menghuni    . . . . . . . . . . . . .

menghuni   rumah   negara  sampai   meningga l   dun ia .  

Ternya ta   jaminan

dar i  UM te rsebu t  d i i ngka r i  o leh  Rekto r  UM dengan  

Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  

in i .  PENGGUGAT yang  hidup  send i r i  dan t i dak  mempunyai  

ketu runan  dalam  menempat i  Rumah Negara  t i dak  pernah  

berp i k i r  untuk  memi l i k i  rumah.  Sebaga i  dosen  yang  

17
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t i dak  pernah  melakukan  perbua tan  korups i ,  ko lus i  

maupun  nepot i sme,  da lam  masa  pens iun  t i dak  mungkin  

secara  aka l  sehat  untuk  membel i  rumah  send i r i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u ,  da lam  s idang  per tama  PENGGUGAT 

memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i  agar  memutuskan  bahwa,  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  berupa  Sura t  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ten tang  

Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah Negara  yang  menjad i  

obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  (Sura t  Keputusan  

Rekto r  Univers i t a s  Neger i  Malang  No:  0315-

018/KEP/H32/PS/2009  tangga l  11  Mei  2009  ten tang  

Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  Di  Ja lan  

Simpang  Bogor  No.  9  Kota  Malang  a.n .  Moehni l ab i b ,  

M.A. )  di t unda  pelaksanaannya  se lama  pemer iksaan  

sengketa  perkara  in i  sedang  ber ja l an ,  sampai  dengan  

adanya  Putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  mempero leh  

kekuatan  hukum  te tap  ( in  krach t  van  gewi j sde )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Perkara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  PENGGUGAT untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ten tang  Pencabutan  Iz i n  

Penghun ian  Rumah  Negara  yang  menjad i   obyek  

sengketa   da lam   perkara   in i   (Sura t   Keputusan  

Rekto r

Univers i t a s  . . . . . . . . . . . . . . .

Univers i t a s  Neger i  Malang  No  :   0315-

018/KEP/H32/PS/2009  te r t angga l  

11  Mei  2009  ten tang  Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah 

Negara  Di  Ja lan  Simpang  Bogor  No.  9 Kota  Malang  a.n .  

Moehni l ab i b ,  M.A.  ;  - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  kepada  TERGUGAT untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  No:  0315-

018/KEP/H32/PS/2009  te r t angga l  11  Mei  2009  ten tang  

Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  Di  Ja lan  

Simpang  Bogor  No.  9  Kota  Malang  a.n .  Moehni l ab i b ,  

M.A  dan  member lakukan  kembal i  Keputusan- Keputusan  

Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  yang  bersangku tpau t  

dengan  iz i n  penghun ian  Rumah  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

4. Menghukum TERGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te l ah  

di te t apkan ,  p ihak  Penggugat  dan  pihak  Tergugat  datang  
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menghadap  kuasanya  masing- masing  seper t i  te r can tum  di  

atas   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  keten tuan  pasa l  74  ayat  1  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  pemer iksaan  sengke ta  

Tata  Usaha  Negara  d iawa l i  dengan  pembacaan  sura t  gugatan  

Penggugat  oleh  Hakim  Ketua  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa    atas   gugatan    Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  te l ah   menyampaikan   jawaban  

te r t angga l  8  September  2009,  yang  mengemukakan  hal - ha l  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Sura t  Gugatan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1.  bahwa, Tergugat   menolak  dengan  tegas  semua dal i l  

sura t  gugatan  Penggugat ,  sebab  te l ah  disusun  dengan  

t i dak  benar  menuru t  hukum;- - - -

2.   Bahwa . . . . . . . . . . . .

2.  bahwa, menel i t i  dengan  seksama  sura t  gugatan  

Penggugat ,  d isebu tkan  objek  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  dalam perkara  in i  Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang  Nomor  0315- 018/KEP/H32/PS/2009 ,  ten tang  

Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  di  J l .  
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Simpang  Bogor  No.9  Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  

tangga l  11 Mei  2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  Tergugat  menolak  dan  t i dak  per lu  menanggap i  

te rhadap  semua  ” . . . d asa r  gugatan  beser ta  alasan-

alasannya  . . . ”  da lam sura t  gugatan  pada    angka    1 

s/d   angka   10    yang    menyangkut    mengenai  

pokok

sengketa ;  untuk  i t u  mohon  d ikesampingkan  sa ja ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  namun  demik ian ,  per tama- tama  mohon  perha t i an  

dan  dimohon  akte ,  keten tuan  esens ia l  TUN sebaga i  

pera tu ran  dasar  da lam sengketa  TUN,  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2.1 .  bahwa  secara  h i ra r k i s  ta ta  atu ran  dan  

st ruk tu r  ke lembagaan,  Rumah  Negara  ada lah  

bangunan  yang  dimi l i k i  o leh  negara  secara  

at r i bu t i f  merupakan  wewenang  baru  yang  

dic i p t akan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  dan  

mencip takan  suatu  wewenang  yang  or i s i one r  

berdasarkan  Undang- undang  No.4  Tahun  1992,  

ten tang  Perumahan  dan  Pemukiman;  dan  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.40  Tahun  1994,  ten tang  Rumah 

Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.31  Tahun  2005,  sebaga i  atu ran  

pelaksanaannya ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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bahwa wewenang  or i s i one r  pemer in tah  atas  se lu ruh  

aset  negara  yang  berupa  Rumah- Rumah Negara  yang  

secara  at r i bu t i f  berdasarkan  Undang- undang  No.4  

Tahun  1992,  jo .  Pera tu ran  Pemer in tah    No.   40  

Tahun   1994,   jo .    Pera tu ran    Pemer in tah  

No.31  Tahun 2005 . . . . . . . .

No.31  Tahun  2005,  secara  de lega t i f  kewenangan  

dan  hak  pengadaan,  penghun ian ,  penge lo l aan  dan  

penga l i han  sta tus ,  

 d i l impahkan  anta ra  la i n  kepada  Lembaga- Lembaga 

Pemer in tah /  Depar temen- Depar temen  dan  Lembaga 

Pemer in tah  Non- Depar temen  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa aset  negara  yang  berupa  Rumah- Rumah Negara  

di  l i ngkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  

secara  delega t i f  kewenangan  dan  hak  pengadaan,  

penghun ian ,   penge lo laan  dan

penga l i han  sta tus ,   d i l impahkan   kepada  

Depar temen   Pendid i kan  Nasiona l ;  h ingga  dalam 

rangka  te r t i b  admin is t r a s i  da lam  penge lo laan  

Rumah Negara  sesua i  asas  manfaa t ,  asas  kead i l an  

dan  asas  kepas t i an  hukum  da lam  menunjang  

pelaksanaan  tugas  pe jaba t  dan/a tau  pegawai  

neger i  s ip i l  d i  l i ngkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ,  d i t e rb i t k an  Pera tu ran  Menter i  
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Pendid i kan  Nasiona l  No.76  Tahun  2008,  ten tang  

Pengelo laan  Rumah  Negara  d i  L ingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  sebaga i  

penggant i  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  dan  

Kebudayaan  No.0124/M/1975 ,  ten tang  Pedoman 

Penggo longan  Rumah- Rumah Dinas  Dalam Lingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  dan  Kebudayaan,  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Keputusan  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.270/M/1980  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  wewenang  delega t i f  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  atas  Rumah  Negara  di  l i ngkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  d ipe ro leh  dar i  

at r i bu t i f  wewenang pemer in tah  sebaga i  pe l impahan  

wewenang dan pember ian   wewenang pemer in tahan  

baru  . . . . . . . . .

baru ;  dengan  ka l ima t  la i n  Rumah  Negara  di  

l i ngkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  ada lah  

mi l i k  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  te rs i r a t  

dan  te rsu ra t  da lam Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  No.76  Tahun  2008  Pasa l  16  ayat  (1 )  

bahwa  ”  Set iap  Pemimpin  Uni t  Utama,  Pemimpin  

Perguruan  Tingg i  Neger i  ba ik  yang  berbadan  hukum 

maupun  yang  t i dak ,  atau  Koord ina to r  Koper t i s  

sekurang- kurangnya  set i ap  setahun  seka l i  waj ib  

melaporkan  Rumah Negara  yang  dike lo l anya  kepada
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Menter i  mela lu i  Sekre ta r i s  Jendera l  Depar temen  ”  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  dengan  demik ian  Pera tu ran  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  No.76  Tahun  2008,  ten tang  

Pengelo laan  Rumah  Negara  d i  L ingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  merupakan  

pera tu ran  dasar  TUN  sebaga i  regu la t i f  

penge lo l aan  Rumah  Negara  di  L ingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  Rumah Negara  di  

set i ap  l i ngkungan  Uni t  Utama,  Rumah Negara  di  

l i ngkungan  Perguruan  Tingg i  Neger i  ba ik  yang  

berbadan  hukum  maupun  yang  t i dak ,  dan  Rumah 

Negara  di  l i ngkungan  Koper t i s ,  te rmasuk  Rumah 

Negara  d i  l i ngkungan  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 . bahwa  Rumah Negara  d i   l i ngkungan  Univers i t a s  

Neger i  Malang,  o leh  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  secara  dan  bers i f a t  mandato i r  

( mandaatsver l en i ng )  penge lo l aannya  di l impahkan  

kepada  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  untuk  melakukan  

suatu  t i ndakan  hukum  dan  mengambi l  ser ta  

mengeluarkan  keputusan- keputusan   TUN 

te r t en t u ;    satu    dan   la i n    hal   te rce rm in  

dalam

Peratu ran  . . . . . . . . .
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Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  

Tahun  2008,  Pasa l  6  ayat  (1 )  ”  Keputusan  iz i n  

penghun ian  atau  keputusan  pencabutan  penghun ian  

Rumah Negara  Golongan  I I  d i t e r b i t k an  oleh :  a.  

Pemimpin  Uni t  Utama  untuk  kanto r  pusat  

Depar temen;  b.  Pemimpin  Perguruan  Tingg i  untuk  

perguruan  t i ngg i  neger i  ba ik  yang  berbadan  hukum 

maupun yang  t i dak ;  c .  Koord ina to r  Koper t i s  untuk  

Koper t i s  ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

bahwa   mandat   (mandaatsve r l en i ng )   merupakan  

suatu    bentuk

pel impahan   kekuasaan   yang   berbeda  dengan  

delegas i  ;   ha l  in i

bera r t i  bahwa sebetu lnya  t i dak  te r j ad i  pember ian  

wewenang  baru  maupun  pel impahan  wewenang,  

seh ingga  t i dak  te r j ad i  perubahan  mengenai  

wewenang  delega t i f  yang  te lah  ada  pada  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  berbeda  halnya  

dengan  wewenang  delega t i f  Univers i t a s  Neger i  

Malang  dalam  menyelenggarakan  pend id i kan  t i ngg i  

yang  di l impahkan  secara  de lega t i f  o leh  dan  

berdasarkan  Undang- undang  No.20  Tahun  2003,  

ten tang  Sis tem  Pendid i kan  Nasiona l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - -

bahwa  dalam  rangka  te r t i b  admin is t r a s i  da lam 

penge lo l aan  Rumah  Negara  di  l i ngkungan  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  sesua i  asas  manfaat ,  

asas  kead i l an ,  asas  kepast i an  hukum,  di t e r b i t k an  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  

0315- 018/KEP/H32/PS/2009 ,  ten tang  Pencabutan  

Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  d i  J l .  Simpang  

Bogor  No.9  Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  

tangga l  11  Mei  2009;  dengan  demik ian  da lam 

melaksanakan  mandat  penge lo laan  Rumah Negara  di  

l i ngkungan

Univers i t a s  . . . . . . . . . .

Univers i t a s  Neger i  Malang,  te l ah  di l akukan  

secara  prosedura l  fo rma l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 . bahwa dengan  demik ian  set i daknya  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  d i j ad i kan  sebaga i  p ihak  

dalam  sengketa  TUN  in i  menuru t  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Pokok  Sengketa .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3.  bahwa, sega la  yang  te l ah  dikemukakan  pada  bag ian  
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sura t  gugatan  di  atas  mohon dianggap  dan d ibe r l a kukan  

kembal i   da lam  pokok  sengke ta

in i   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  semua dasar  dan  

alasan- alasan  gugatan  yang  dia jukan  Penggugat ,  sebab  

t i dak  benar  menuru t  hukum;  te rkecua l i  yang  secara  

tegas  te l ah  diaku i  kebenarannya  oleh  Tergugat  da lam 

pers idangan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4.  bahwa, menel i t i  dengan  seksama  pokok  gugatan ,  

dasar  dan  alasan  gugatan  d ia j ukan  Penggugat  t i dak  

benar  menuru t  hukum,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 .  bahwa  dalam  rangka  te r t i b  admin is t r a s i  

da lam  penge lo laan  Rumah  Negara  sesua i  asas  

manfaa t ,  asas  kead i l an  dan  asas  kepast i an  hukum 

dalam  menunjang  pelaksanaan  tugas  pe jaba t  

dan/a tau  pegawai  neger i  s ip i l  d i  l i ngkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  d i t e rb i t k an  

Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  

Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  Rumah Negara  di  

L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  
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sebaga i  penggant i  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

dan  Kebudayaan  No.0124  /M  /  1975,       ten tang  

Pedoman        Penggo longan  

Rumah- Rumah . . . . . . . . . .

Rumah- Rumah  Dinas  Dalam  L ingkungan  Depar temen  

Pendid i kan  dan  Kebudayaan,  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  No.270/M/1980 ; - - - - - - - - - - - -

4.2 .  bahwa  Sal i nan  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  No.76  Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  

Rumah  Negara  d i  L ingkungan   Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l ,  d isampaikan  kepada  Rektor  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  untuk  dike tahu i  dan  

digunakan  sebaga imana     mest inya ,    mela lu i  

Sura t    Kepala    Bi ro    Umum

Depar temen  Pendid i kan   Nasiona l   Nomor   :

67923/A .1 . I I I / L L / 2008

tangga l  10 Desember  2008;  (bunde l  bukt i  ber tanda  

T- 8)  - - - - - - - - - - - -

4.3 .  bahwa Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  

No.76  Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  Rumah 

Negara  di  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ;  kemudian  di l akukan  pembahasan  mela lu i  

Rapat  Senat  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ten tang  

Pembahasan  Rumah Negara  pada  tangga l  15  Januar i  

2009;  Undangan  Rapat  Senat  
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No.0132 /H32.29 /TU/2009  tangga l  5  Januar i  2009,  

dan  Daf ta r  Hadi r  Rapat  Senat  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang;  mengenai  Rapat  Senat  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  tangga l  8  Januar i  2009,  membahas  anta ra  

la i n  ten tang  Rumah  Negara /Rumah  Dinas  d i  

L ingkungan  Univers i t a s  Neger i  Malang;  (bunde l  

bukt i  ber tanda  T- 9)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  se lan ju t nya  di l akukan  Rapat  Pimpinan  

(Rap im)  membahas anta ra  la i n  mengenai :  Pers iapan  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  ten tang  Penggunaan  Rumah 

Negara ;  Inven ta r i s a s i  Pemberdayaan    Aset ;  

Pembahasan    Draf t    SK  Rektor   ten tang  

Penggunaan  . . . . . . . . . .

Penggunaan  Rumah Negara ;  Pencermatan  SK Rekto r  

ten tang  Penataan  Penghun ian  Rumah Negara  di  UM; 

Pembahasan  Draf t  SK Rekto r  ten tang  Pencabutan  

Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara ;  dan  la i n - la i n ;  

Undangan  No.1427/H32 /TU/2009 ,  tangga l  16  Maret  

2009,  Daf ta r  Hadi r  18  Maret  2009;  Undangan  

No.1617 /H32/TU/2009 ,  tangga l  30  Maret  2009,  

Daf ta r  Hadi r  01  Apr i l  2009;  Undangan  

No.1750 /H32/TU/2009 ,  tangga l  8  Apr i l  2009,  

Daf ta r       Hadi r       15      Apr i l      2009  

;      Undangan

No.2008 /H32/TU/2009 ,    tangga l    22   Apr i l  
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2009,   Daf ta r    Hadi r

tangga l  28 Apr i l  2009;  (bunde l  bukt i  ber tanda  T-

10)  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  leb ih  lan ju t  te l ah  d i l akukan  Sosia l i s as i  

Permendiknas  Nomor  76  Tahun  2008,  ten tang  

Pengelo laan  Rumah Negara ,  kepada  para  penghun i  

Rumah Negara  d i  Univers i t a s  Neger i  Malang  pada  

tangga l  20 Maret  2009;  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

melakukan  sos ia l i s a s i  Permendiknas  te rsebu t  

kepada  se lu ruh  penghun i  rumah  negara  di  

l i ngkungan  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  yang  te lah  

hab is  masa  hun iannya ,  yang  anta ra  la i n  

melanggar :  Pasal  6  ayat  (7 )  “  Rumah  Negara  

Golongan  I I  d ihun i  o leh  Pejaba t  dan/a tau  pegawai  

neger i  s ip i l  Depar temen  sepan jang  yang  

bersangku tan  masih  bers ta tus  sebaga i  

pe jaba t / a t au  pegawai  neger i  s ip i l  ” ;  Pasa l  6 

ayat  (8 )  “  Pejaba t  dan/a tau  pegawai  neger i  s ip i l  

sebaga imana  dimaksud  ayat  (2 )  yang  t i dak  lag i  

menduduk i  jaba tan  dan/a tau  t i dak  lag i  menjad i  

pegawai  neger i  s ip i l  mengosongkan  dan  

menyerahkan  Rumah  Negara  Golongan  I I  Kepada  

Depar temen   da lam   waktu   pa l i ng  lambat  3 

( t i ga )   bu lan

sete lah  . . . . . . . . . . .

sete lah  berakh i r nya  masa jaba tan  dan/a tau  sta tus  
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pegawai  neger i  s ip i l  ” ;  sos ia l i s a s i  d i l aksanakan  

pada tangga l  20 Maret  2009 jam 08.30  s/d  se lesa i  

ber tempat  di  Aula  Utama  Gedung  A3  Univers i t a s  

Neger i  Malang  Ja lan  Surabaya  No.6  Malang  ;  Sura t  

Undangan  kepada  Para  Dosen  dan  Pegawai  dan  Para  

Purna  Tugas  (Pens iunan)  Penghun i  Rumah  Negara  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  Sosia l i s as i  

Permendiknas  Nomor  76  Tahun  2008,  

No.1411 /H32/PS/2009 ,  tangga l  11  Maret  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No.1447 /H32/PS/2009 ,      tangga l      16  

Maret      2009  ;     dan

No.1495 /H32. I I / PS /2009 ,  kepada  Para  Pembantu  

Rekto r ,  Para  Dekan,  Di rek tu r  PPS,  Para  Ketua  

Lembaga,  Kepala  Bi ro  AUK,  Tim  Tekn is  Rumah 

Dinas ,  Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  tangga l  18  

Maret  2009;  Daf ta r  Hadi r  tangga l  20  Maret  2008  

yang  dihad i r i  juga  oleh  Penggugat ,  dan  Notu len  

Sos ia l i s a s i  Permendiknas  No.76  Tahun  2008,  d i  

L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  

tangga l  20  Maret  2008;  (bunde l  bukt i  ber tanda  T 

– 11) ;

bahwa  kemudian  Tergugat  mener ima  Sura t  dar i  

Kerukunan  Warga Ja lan  Simpang  Bogor  Malang,  a.n .  

Munandi r  dkk .  tangga l  30  Mei  2009,  menyampaikan  

harapan  dan memohon keb i j aksanaan  atas  SK Rektor  
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ten tang  Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah Negara ,  

dan  bukannya  “…  PENGGUGAT te lah  mengajukan  

tawaran  musyawarah  kepada  TERGUGAT  …”  yang  

mengandung  penger t i a n  berbeda  seper t i  d ida l i l k a n  

Penggugat  da lam gugatan  angka  2;   (bunde l  bukt i  

ber tanda  T- 13)   yang     secara    prosedura l  

fo rma l    sesua i    kapas i t a snya    te lah

di t anggap i  . . . . . . . . .

di tanggap i  dan  di j awab  oleh  Tergugat  mela lu i  

Sura t  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

No.2843a/H32/  TU/2009,  tangga l  3 Jun i  2009,  Hal :  

Jawaban  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

te rhadap  sura t  dar i  Kerukunan  Warga  Ja lan  

Simpang  Bogor  Malang,  a.n .  Munandi r  dkk . ;  

(bunde l  bukt i  ber tanda  T- 14) ;  bahwa  karenanya  

dal i l  Penggugat  da lam gugatan  pada  angka  2 mest i  

d ikesampingkan  sa ja ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

5.  bahwa,   mencermat i   gugatan    pada   angka  3,  

per tama- tama dimohon

akte    pengakuan    Penggugat  “… sebaga i  pens iunan  PNS 

… menghun i  

rumah  negara  d i  J l .  Simpang  Bogor  No.9  Kota  Malang  

berdasarkan  … Sura t  Keputusan  Rekto r  IK IP  Neger i  

Malang  Nomor  SP.149/R /10 /1977 ,  tangga l  28  Ju l i  1977  
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ten tang  Iz i n  Penghun ian  Rumah Negara  di  J l .  Simpang  

Bogor  No.9  Kota  Malang  …”,  yang  dihun i  o leh  Penggugat  

sampai  sekarang ;  yang  fo rma l  hukumnya  adalah  Sura t  

Keputusan  Ins t i t u t  Keguruan  dan  I lmu  Pendid i kan  

Malang  No. :  SP.149/R /10 /1977 ,  ten tang  Penunjukan  

Penghun ian  Rumah  Dinas ,  d i  J l .  Simpang  Bogor  No.9  

Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  tangga l  28  Ju l i  1977,  

yang  memuat  syara t - syara t  yang  harus  dipenuh i  o leh  

penghun i  anta ra  la i n  syara t - syara t  angka  3  “Apab i l a  

penghun i  berhen t i  dar i  jaba tan  Neger i ,  maka  rumah 

dinas  te rsebu t  da lam keputusan  in i  harus  dikembal i kan  

dalam  keadaan  kosong  kepada  Rekto r /Kepa la  

Perwak i l an ” ;  angka  9 ”Apab i l a  syara t - syara t  te r sebu t  

t i dak  d ipenuh i  dan  di taa t i  o leh  penghun i ,  maka  hak  

penghun ian  yang  dibe r i k an  kepadanya  dapat  

d icabu t  . . . ” ;  (v i de  bunde l  bukt i  ber tanda  T- 2) ;  

sedangkan  berdasarkan  Keputusan  Pres iden   Nomor  

63/PENS  Tahun  1998  tangga l   17  September   1998,

Mohammad   Muhni lab i b ,  M.A. ,  ……  

Mohammad Muhni l ab i b ,  M.A. ,  d ibe rhen t i k an  dengan  

hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  Tmt.  tangga l  30-

9- 1998,  dengan  hak  pens iun  Tmt.  tangga l  1- 10- 1998;  

(v i de  bunde l  bukt i  ber tanda  T- 3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa set i daknya  Penggugat  harus  sudah  mengembal i kan  

Rumah  Negara  yang  dihun inya  dalam  keadaan  kosong  
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kepada  Rektor /Kepa la  Perwak i l an  se jak  Penggugat  

te rca ta t  pens iun  tangga l  1- 10- 1998;  dengan  demik ian  

penghun ian  Rumah Negara  di  J ln .  Simpang  Bogor  No.9  

Malang  oleh  Penggugat  yang   d idasarkan     pada  Sura t  

Keputusan

Ins t i t u t   Keguruan   dan  I lmu   Pendid i kan  Malang  No. :  

SP.149/R /10 /1977

tangga l  28 Ju l i  1977 sampai  sekarang  in i  kurang  leb ih  

se lama  10  tahun  dan  10  bulan ,  t i dak  sa ja  te l ah  

melanggar  syara t - syara t  yang  di t en tukan  dalam 

persya ra tan  penghun ian ,  dan  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  Tahun  

2008;  te tap i  juga  te lah  melanggar  keten tuan  

sebe lumnya  seper t i  yang  hendak  Penggugat  tun jukkan  

dalam  da l i l  ” . . .  dasar  penempatan  Rumah Negara  in i  

ada lah :  

a. Pengatu ran  Perumahan  Sip i l  (BWR)  1934  No.147  . . .  

b.  Sura t  Keputusan  Menter i  Peker jaan  Umum dan  

Tenaga  L is t r i k  No.72 /KPTS/1969  . . .  Keputusan  

Menter i  Pendid i kan  dan  Kebudayaan  RI  

No.0124/M/75  . . . ” ;  berka i t an  dasar  penempatan  

Rumah  Negara  yang  dida l i l k an ,  d ipahami  dan 

dike tahu i  o leh  Penggugat  sebaga i  dasar  pengatu ran  

penghun iannya  dalam  Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang  Nomor  0053/KEP/J36 /PS/2003 ,  ten tang  

Pera tu ran  Penghun ian  Rumah  Dinas  Unive rs i t a s  
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Neger i  Malang,  tangga l  13  Pebruar i  2003,  sebaga i  

penyempurnaan    Pera tu ran   Perumahan   Dinas   IK IP  

Malang  Pusat ,  

Keputusan  . . . . . . . . . . . .

Keputusan    Rektor    IK IP   Malang    No.  

SP.74/R/10 /1972 ;    dengan

menginga t  ”…  BWR (Pera tu ran  Perumahan  Sip i l )  

Tahun  1934  LN Nomor  147  sebaga imana  te l ah  di tambah  

te rakh i r  dengan  LN Nomor  388  Tahun  1949;  Keputusan  

Pres iden  Nomor  13  Tahun  1974,  ten tang  

Perubahan/Pene tapan  Sta tus  Rumah Neger i ;  Keputusan  

Pres iden  Nomor  93  Tahun  1999,  ten tang  Perubahan  

Ins t i t u t  Keguruan  dan  l lmu  Pendid i kan  ( IK IP )  

menjad i  Unive rs i t a s ;  Keputusan  Pres iden  Nomor  45/M 

Tahun 2002,  ten tang  Pengangkatan  Rekto r  Unive rs r t a s  

Neger i  Malang;  Keputusan  Mendikbud   Nomor  

0124/M/1975  Tahun  1975,  ten tang  Pedoman 

Penggo longan  Rumah- Rumah  Dinas  da lam  L ingkungan  

Depdikbud ;  Keputusan  Mendikbud  Nomor  0270/M/1980 ,  

ten tang  Perubahan  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  dan  

Kebudayaan  Nomor  0124/M/1975 ;  Keputusan  Menter i  

Peker j aan  Umum  dan  Tenaga  Lis t r i k  Nomor  

74/KPTS/1974  Tahun  1974,  ten tang  Petun juk  

Pelaksanaa /Wewenang  untuk  Perubahan/Pene tapan  

Sta tus  Rurnah  Neger i ;  Sura t  Edaran  Di rek tu r  

Jendera l  Anggaran  Depar temen  Keuangan  Republ i k  
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Indones ia  No.  SE-22/A /2002 ,  ten tang  Rumah Negara ;  

…” yang  dalam  Pasa l  5  ayat  (2 )  d i ten tukan  bahwa 

“Penghun i  Rumah  Dinas  golongan  I I  hanya  ber laku  

se lama  penghun i  te rsebu t  masih  bers ta tus  sebaga i  

dosen  te tap / t enaga  admin is t r a s i  te tap  d i  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang” ;  Pasa l  5  ayat  (4 )  

“Penghun i  yang  te l ah  pens iun  d iwa j i b kan  mengajukan  

i j i n  khusus  penghun ian  rumah d inas  te rsebu t  kepada  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  mela lu i  Rekto r  

Unive rs i t a s   Neger i   Malang” ;  dan   Pasa l   5  ayat  

(5 )  “  Penghun i   yang  

meningga l  . . . . . . . . . . .

meningga l  dun ia ,  jandanya /dudanya  diwa j i b kan  

mengajukan  i j i n  khusus  penghun ian  rumah  dinas  

te rsebu t  kepada  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  mela lu i  

Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang” ,  (v i de  bunde l  

bukt i  ber tanda  T- 5) ;  yang  dapat  d ikua l i f i k a s i k an  

sebaga i  pe langgaran  penghun ian  Rumah Negara  yang  

dapat  merug ikan  negara ;  h ingga  secara  te rp i sah  

dapat  d ikua l i f i k a s i k an  sebaga i  memenuhi  unsur  te l ah  

merug ikan  negara  seper t i  d ia tu r  dan  d i t en tukan  

dalam  Undang- undang  No.31  Tahun  1999,  ten tang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i ,  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- undang No.20  Tahun 2001;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  leb ih  dar i  i t u ,  Rumah  Negara  di  l i ngkungan  
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Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  yang  dalam  hal  in i  

Rumah Negara  d i  J ln .  Simpang  Bogor   No.9   Malang  di  

l i ngkungan   Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  menuru t

Keten tuan  Umum Pasa l  1  angka  1  Pera tu ran  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  No.76  Tahun  2008,  ten tang  

Pengelo laan  Rumah  Negara  d i  L ingkungan  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l ,  “mempunya i  hubungan  yang  t i dak  

dapat  d ip i sahkan  dar i  suatu  ins tans i  dan  hanya  

dised iakan  untuk  d id i ami  oleh  pegawai  neger i  dan  

apab i l a  te lah  berhen t i  atau  pens iun  rumah 

dikembal i kan  kepada  negara ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  d imohon  akte  pu la  pengakuan  Penggugat  bahwa 

Rumah Negara  d i  J l .  Simpang  Bogor  No.9  Malang  yang  

dihun i  o leh  Penggugat  ada lah  Rumah Negara  Golongan  I I  

yang  te r l e t a k  d i  da lam Kampus (v ide  Keputusan  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  Rl  Nomor  112/M/2002 ,  ten tang  

Penetapan  Rumah  Dinas  Golongan  I I  d i  L ingkungan  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,   tangga l   17  Ju l i  2002)  ;  

(v i de  bunde l  bukt i  ber tanda  T- 4) ;   yang  

menuru t  ……….

menurut  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  

Tahun  2008,  Pasa l  9  ayat  (3 )  huru f  c .  menentukan  

rumah  negara  Golongan  I I  yang  t i dak  dapat  d ia l i h kan  

sta tusnya  menjad i  rumah  negara  Golongan  I I I  ada lah  

rumah  negara  yang  te r l e t a k  di  atas  tanah  kampus  
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perguruan  t i ngg i  neger i ,  ba ik  perguruan  t i ngg i  yang  

berbadan  hukum  maupun  yang  t i dak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa Penggugat  te l ah  sa lah  dalam memahami  ” . . .  batas  

waktu  penghun ian  rumah  negara  ( rumah  dinas )  di  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  (UM)  ada lah  sampai  dengan  

janda /duda  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  yang  

bersangku tan   Meningga l  . . . . . ”  yang     d ida l i l k a nnya ,  

yang    incasu

sebaga i  norma  pengatu ran  yang  bers i f a t  umum (v i de  

Pasal  2  huru f  c ,  Undang- undang  No.9  Tahun  2004) ;  

te r l eb i h  sa lah  dalam  memahami  Keputusan  

Rekto r            Unive rs i t a s           Neger i  

Malang  

Nomor  0545- a/KEP/H32/PS/2007 ,  ten tang  Penataan  

Penghun ian  dan  Sta tus  Rumah  Negara  di  Univers i t a s  

Neger i  Malang,  tangga l  26  Jun i  2007  (sebaga i  norma 

penataan  yang  bers i f a t  umum)  yang  berka i t an  dengan  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  

0053/KEP/J36 /PS/2003 ,  ten tang  Pera tu ran  Penghun ian  

Rumah  Dinas  Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  tangga l  13  

Pebruar i  2003  (sebaga i  penyempurnaan  Pera tu ran  

Perumahan  Dinas  IK IP  Malang  Pusat ,  Keputusan  Rektor  

IK IP  Malang  No.  SP.74/R/10 /1972) ,  sebaga i  norma 

pengatu ran  yang  bers i f a t  umum yang  anta ra  la i n  da lam 
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Pasal  5  ayat  (2 )  d i ten tukan  bahwa  “Penghun i  Rumah 

Dinas  golongan  I I  hanya  ber laku  se lama  penghun i  

te rsebu t  masih  bers ta tus  sebaga i  dosen  te tap / t enaga  

admin is t r a s i    te tap   d i    Unive rs i t a s    Neger i  

Malang” ;    Pasal   5 ayat  (4 )

“Penghun i  . . . . . . . . . . .

“Penghun i  yang  te l ah  pens iun  d iwa j i b kan  mengajukan  

i j i n  khusus  penghun ian  rumah  d inas  te rsebu t  kepada  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  mela lu i  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang” ;  dan  Pasa l  5  ayat  (5 )  

“Penghun i  yang  meningga l  dun ia ,  jandanya /dudanya  

diwa j i b kan  mengajukan  i j i n  khusus  penghun ian  rumah  

dinas  te rsebu t  kepada  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  

mela lu i  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang” ,  (v ide  

bunde l  bukt i  ber tanda  T- 5) ;  d i  mana  norma- norma 

te rsebu t  te l ah  di l anggar  o leh  Penggugat ,  h ingga  

dipe ro l eh  pemahaman yang  sa lah  dalam dal i l  gugatannya  

yang  jus t r u  ber ten tangan  dengan  tu juan  di te r b i t k annya  

keten tuan   te rsebu t ;   karenanya   semua   da l i l  

Penggugat

dalam  gugatan  pada  angka  3  harus  di to l a k  dengan  

tegas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  bahwa, Penggugat  te l ah  ke l i r u  da lam memahami  ” . . .  

seg i  hukum  . . .  prosedura l  . . .  ber ten tangan  dengan  

perundang- undangan  . . .  asas  umum

pemer in tahan  yang  ba ik  . . . ” ,  atas  di te rb i t k annya  
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Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  

0315- 018/KEP/H32/PS/2009 ,  ten tang  Pencabutan  Iz i n  

Penghun ian  Rumah  Negara  di  J l .  Simpang  Bogor  No.9  

Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  yang  dika i t k an  seg i  

keber l akuan  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  

Nomor  76 tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  Rumah Negara  

di  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  pemahaman  ” . . .  semua  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  yang  te rka i t  dengan  Rumah 

Negara  d inya takan  gugur  demi  hukum dan  t i dak  ber laku  

…”;  mest i  d ipahami  bahwa Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang  dimaksud  ada lah  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s   Neger i   Malang     Nomor   0053/KEP/J36 /PS  

/2003 ,    ten tang

Pera tu ran  . . . . . . .

 Pera tu ran  Penghun ian  Rumah Dinas  Univers i t a s  Neger i  

Malang,  tangga l  13  Pebruar i  2003;  dan  Keputusan  

Rekto r  Univers i t a s  Neger i  Malang  Nomor  0545-

a/KEP/H32/PS/2007 ,  ten tang  Penataan  Penghun ian  dan  

Sta tus  Rumah  Negara  di  Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  

tangga l  26  Jun i  2007;  sebaga i  norma  pengatu ran  yang  

bers i f a t  umum,  yang  mengatu r  ha l  yang  sama  h ingga  

t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum dan  t i dak  mengika t ,  

dengan  kata  la i n  menjad i  gugur  demi  hukum;  ar t i n ya  
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penerapannya  dikesampingkan  dengan  di te rb i t k annya  

Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  Tahun  

2008,  ten tang  Penge lo laan  Rumah   Negara    d i  

L ingkungan     Depar temen   Pendid i kan    Nasiona l ,

sebaga i  pera tu ran  dasar  da lam  penye lesa ian  sengketa  

TUN  sekarang  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa   pemahaman  dar i  s is i  keber l akuan  Pera tu ran  

Menter i  Pendid i kan

Nasiona l  No.76  Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  Rumah 

Negara  di  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  

norma  pengatu ran  yang  bers i f a t  umum ber l aku  asas  

vermoeden  van  rech tsmat i ghe i d ,  esens ia l  sebaga i  

pera tu ran  dasar  yang  rech tsmat i ghe id  da lam 

penye lesa i an  sengketa  TUN sekarang  in i ;  sebaga i  dasar  

dan  regu la t i f  da lam  melakukan  suatu  t i ndakan  hukum 

dan  mengambi l  ser ta  mengeluarkan  keputusan- keputusan  

TUN te r t en t u ,  da lam rangka  te r t i b  admin is t r a s i  da lam 

penge lo l aan  Rumah Negara  sesua i  asas  manfaat ,  asas  

kead i l an  dan  asas  kepast i an  hukum  dalam  menunjang  

pelaksanaan  tugas  pe jaba t  dan/a tau  pegawai  neger i  

s ip i l  d i  l i ngkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  

t i dak  sa ja  bag i  Tergugat ,  mela inkan  juga  dasar  dan  

regu la t i f   da lam   melakukan   suatu   t i ndakan  hukum 

dan mengambi l
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ser ta  . . . . . . . . . .

ser ta  mengeluarkan  keputusan- keputusan  iz i n  

penghun ian  atau  keputusan  pencabutan  penghun ian  Rumah 

Negara  Golongan  I I  yang  di te rb i t k an  oleh  Pemimpin  

Uni t  Utama  untuk  kanto r  pusat  Depar temen;  Pemimpin  

Perguruan  Tingg i  untuk  perguruan  t i ngg i  neger i  ba ik  

yang  berbadan  hukum  maupun  yang  t i dak ;  dan  

Koord ina to r  Koper t i s  untuk  

Koper t i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  

Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  Rumah  Negara  di  

L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  merupakan  

pera tu ran  dasar  TUN sebaga i  regu la t i f  penge lo l aan  

Rumah   Negara   d i   L ingkungan    Depar temen  

Pendid i kan

Nasiona l ;  Rumah  Negara  d i  set i ap  l i ngkungan  Uni t  

Utama,  Rumah Negara  di  l i ngkungan  Perguruan  Tingg i  

Neger i   yang  berbadan  hukum maupun    yang    t i dak ,  

dan    Rumah  Negara    d i   l i ngkungan   Koper t i s ,

te rmasuk  Rumah  Negara  di  l i ngkungan  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang;  seh ingga  Penggugat  te lah  ke l i r u  da lam 

pemahaman Keputusan  Rektor  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

Nomor  0315- 018/KEP/H32/PS/2009 ,  ten tang  Pencabutan  

Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  d i  J l .  Simpang  Bogor  

No.9  Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  d ika i t k an  dengan  
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Pera tu ran  Pemer in tah  No.31  Tahun  2005,  ten tang  

Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  No.40  Tahun  1994,  

ten tang  Rumah  Negara ,  sebaga i  atu ran  pelaksanaan  

wewenang  or i s i ne r  Undang- undang  No.4  Tahun  1992,  

ten tang  Perumahan  dan 

Pemukiman; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

bahwa  leb ih  dar i  i t u  nyata - nyata  Penggugat  te l ah  

melakukan  pelanggaran  syara t - syara t  yang  harus  

dipenuh i  o leh  penghun i  yang  te rmuat   da lam   Sura t  

Keputusan  Ins t i t u t  Keguruan  dan  I lmu  Pendid i kan

Malang  . . . . . . . . . . .

Malang  No. :  SP.149/R /10 /1977 ,  ten tang  Penunjukan  

Penghun ian  Rumah  Dinas ,  d i  J l .  Simpang  Bogor  No.9  

Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  yang  dida l i l k a n  

sebaga i  dasar  penghun ian  Penggugat  sampai  sekarang ;  

h ingga  demik ian  in i  te r l i h a t  sebaga i  “kon t ra  

argumentas i / k on t r a  in t e rp r e t as i ”  sa l i ng  ber ten tangan  

dalam  da l i l  gugatannya ;  h ingga  keh i l angan  

“kepen t i ngan ”  sebaga i  prasyara t  adanya  “s tand ing  to  

the  sue”  Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  TUN in i ;  

karenanya  semua dal i l  gugatan  pada  angka  4 s/d  angka  

8  dengan  tegas  harus  di to l ak  menuru t  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

7.  bahwa,  mencermat i   dan   menanggap i   da l i l  
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gugatan   Penggugat   pada

angka  9 s/d  angka  10,  mohon per i ksa  dan member lakukan  

kembal i  semua  da l i l  jawaban  Tergugat  te ru tama  pada  

angka  2  dan  angka  4  di  atas ;  yang  secara  s ingka t  

d ikemukakan  kembal i  secara  beru ru t ,  sebaga i

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.1 . bahwa te l ah  di te rb i t k an  Sura t  Keputusan  Ins t i t u t  

Keguruan  dan  I lmu  Pendid i kan  Malang  No. :  

SP.149/R /10 /1977 ,  ten tang  Penunjukan  Penghun ian  

Rumah Dinas ,  d i  J l .  Simpang  Bogor  No.9  Malang,  

tangga l  28  Ju l i  1977,  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  

sebaga i  dasar  penghun ian  Rumah  Negara  oleh  

Penggugat  sampai  sekarang ;  yang  memuat  syara t -

syara t  yang  harus  dipenuh i  o leh  penghun i  anta ra  

la i n  syara t - syara t  angka  3  “Apab i l a  penghun i  

berhen t i  dar i  jaba tan  Neger i ,  maka  rumah  dinas  

te rsebu t  dalam keputusan  in i  harus  dikembal i kan  

dalam  keadaan  kosong  kepada  Rekto r /Kepa la  

Perwak i l an ” ;  angka  9 ”Apab i l a  syara t - syara t  

te rsebu t   t i dak   d ipenuh i   dan  di taa t i  o leh  

penghun i ,  

maka . . . . . . . . . .

maka  hak  penghun ian  yang  dibe r i k an  kepadanya  

dapat  d icabu t  . . . ” ;  (v i de  bunde l  bukt i  ber tanda  
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T – 2) ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  berdasarkan  Keputusan  Pres iden  Nomor  

63/PENS Tahun  1998  tangga l  17  September  1998,  

Penggugat  dibe rhen t i k an  dengan  hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  Tmt.  Tangga l  30- 9- 1998,  

dengan  hak  pens iun  Tmt.  tangga l  1- 10- 1998;  (v i de  

bunde l  bukt i  ber tanda  T- 3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

bahwa dengan  demik ian  Penggugat  te l ah  melanggar  

penghun ian  Rumah  Negara  set i daknya  se jak  

Penggugat  te rca ta t  pens iun  bulan   Oktober   1998  

sampai   sekarang   kurang   leb ih  se lama 10

tahun  dan  10 

bulan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.2 . bahwa  te l ah  di te rb i t k an  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang    Nomor  

0053/KEP/J36 /PS/2003 ,     ten tang     Pera tu ran

Penghun ian  Rumah  Dinas  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang,  tangga l  13  Pebruar i  2003  (sebaga i  

penyempurnaan  Pera tu ran  Perumahan  Dinas  IK IP  

Malang  Pusat ,  Keputusan  Rekto r  IK IP  Malang  No.  

SP.74/R/10 /1972) ,  sebaga i  norma  pengatu ran  yang  

bers i f a t  umum yang  anta ra  la i n  da lam  Pasa l  5 

ayat  (2 )  d i ten tukan  
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bahwa  “Penghun i  Rumah Dinas  golongan  I I  hanya  

ber l aku  se lama penghun i  te rsebu t  masih  bers ta t us  

sebaga i  dosen  te tap /  tenaga  admin is t r a s i  te tap  

di  Univers i t a s  Neger i  Malang” ;  Pasal  5 ayat  (4 )  

“Penghun i  yang  te l ah  pens iun  waj ibkan  mengajukan  

i j i n  khusus  penghun ian  rumah  d inas  te rsebu t  

kepada  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  mela lu i  

Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang” ;  dan    Pasal  

5   ayat    (5 )   “  Penghun i    yang     meningga l  

dun ia ,

 jandanya /dudanya  d iwa j i b kan  mengajukan  i j i n  

khusus  penghun ian  rumah  dinas  te rsebu t  kepada  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  mela lu i  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ” ;  yang  te l ah  

diaba i kan  oleh  Penggugat ;  (v i de  bunde l  bukt i  

ber tanda  T – 5 ) ;   - - -

7.3 . bahwa  dalam  rangka  te r t i b  admin is t r a s i  da lam 

penge lo l aan  Rumah  Negara  sesua i  asas  manfaat ,  

asas  kead i l an  dan  asas  kepas t i an  hukum  dalam 

menunjang  pelaksanaan  tugas  pejaba t  dan/a tau  

pegawai  neger i  s ip i l  d i  l i ngkungan  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l ,  d i t e rb i t k an  Pera tu ran  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l    No.76    Tahun  

2008,    ten tang    Pengelo laan    Rumah

Negara  di  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ;  sebaga i  penggant i  Keputusan  Menter i  
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Pendid i kan  dan  Kebudayaan  No.0124/M/1975 ,  

ten tang          Pedoman      Penggolongan  

Rumah- Rumah  Dinas  Dalam  L ingkungan  Depar temen  

Pendid i kan  dan  Kebudayaan,  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  No.270/M/1980 ;  - - - - - - - - - - -

7.4 .  bahwa  Sal i nan  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  No.76  Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  

Rumah Negara  d i  L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ,  d isampaikan  kepada  Rekto r  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang  untuk  dike tahu i  dan  digunakan  

sebaga imana  mest inya ,  mela lu i  Sura t  Kepala  Bi ro  

Umum  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  Nomor  

67923/A .1 . I I I / L L / 2008  tangga l  10  Desember  2008;  

(v i de  bunde l  bukt i  ber tanda  T – 8) ; - - - -

7.5 .  bahwa Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  

No.76  Tahun  2008,      ten tang     Pengelo laan  

Rumah   Negara    d i  L ingkungan

Depar temen . . . . . . . . . . .

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  kemudian  

di l akukan  pembahasan  mela lu i  Rapat  Senat  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ten tang  Pembahasan  

Rumah Negara  pada  tangga l  15 Januar i  2009;  (v i de  

bunde l  bukt i  ber tanda  T- 9) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  se lan ju t nya  di l akukan  Rapat  Pimpinan  
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(Rap im)  membahas anta ra  la i n  mengenai :  Pers iapan  

Sos ia l i s a s i  Pera tu ran  ten tang  Penggunaan  Rumah 

Negara ;  Inven ta r i s a s i  Pemberdayaan  Aset ;  

Pembahasan  Draf t  SK Rekto r  ten tang  Penggunaan  

Rumah  Negara ;  Pencermatan  SK  Rekto r  ten tang  

Penataan  Penghun ian  Rumah  Negara  d i  UM; 

Pembahasan  Draf t

SK  Rektor  ten tang  Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  

Rumah Negara ;  dan  la i n - la i n ;  (v i de  bunde l  bukt i  

ber tanda  T- 10) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa   leb ih   lan ju t   te l ah   d i l akukan  

Sos ia l i s a s i    Permendiknas

Nomor  76  Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  Rumah 

Negara ,  kepada  para  penghun i  Rumah  Negara  di  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  pada  tangga l  20  Maret  

2009;  yang  dihad i r i  juga  o leh  Penggugat ;  (v ide  

bunde l  bukt i  ber tanda  T- 11) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  kemudian  Tergugat  mener ima  Sura t  dar i  

Kerukunan  Warga Ja lan  Simpang  Bogor  Malang,  a.n .  

Munandi r  dkk .  tangga l  30  Mei  2009,  menyampaikan  

harapan  dan memohon keb i j aksanaan  atas  SK Rektor  

ten tang  Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah Negara ;  

(v i de  bunde l  bukt i  ber tanda  T- 13) ;  yang  secara  

prosedura l  fo rma l  sesua i  kapas i t asnya  te l ah  

di tanggap i  dan  di j awab  oleh  Tergugat  mela lu i  
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Sura t  Rekto r  Unive rs i t a s     Neger i    Malang  

No.2843a/H32/TU/2009 ,    tangga l  

3 Jun i  2009 . . . . . . . . . .

3 Jun i  2009;  ( v ide  bunde l  bukt i  ber tanda  T- 14) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.6 . bahwa  dalam  rangka  te r t i b  admin is t r a s i  da lam 

penge lo l aan  Rumah  Negara  di  l i ngkungan  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  sesua i  asas  manfaat ,  

asas  kead i l an ,  asas  kepas t i an  hukum,  dengan  

memperhat i kan :  has i l  Rapat  Senat  Univers i t a s  

Neger i  Malang  ten tang  Pembahasan  Rumah  Negara  

pada  tangga l  15  Januar i  2009;  has i l  Sos ia l i s a s i  

Permendiknas  Rl  Nomor  76  Tahun  2008,  ten tang  

Pengelo laan  Rumah  Negara  kepada  para  penghun i  

Rumah Negara  d i  Univers i t a s  Neger i  Malang  pada  

tangga l  20 Maret   2009;    has i l   Rapat   Pimpinan  

Unive rs i t a s   Neger i   Malang

ten tang    Pengelo laan    Rumah   Negara    pada  

tangga l   15   dan 

28  Apr i l  2009  ser ta  tangga l  6  Mei  2009;  dan  

has i l  Konsu l t as i  PR I I  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

ke Bi ro   Hukum Depdiknas  dan Kantor  

BPK Jakar ta ,  ten tang  Rumah Negara  pada  tangga l  

23  Apr i l  2009;  d i te rb i t k an  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  0315-

018/KEP/H32/PS/2009 ,  ten tang  Pencabutan  Iz i n  
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Penghun ian  Rumah  Negara  di  J l .  Simpang  Bogor  

No.9  Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  tangga l  11 

Mei  2009;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  asas  kepas t i an  hukum  menunjuk  pada  

Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  

Tahun  2008,  ten tang  Pengelo laan  Rumah Negara  di  

L ingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  

sebaga i  landasan  dalam  mengambi l  keb i j a kan  

dengan  memper t imbangkan  kepatu tan  dan  kead i l an ;  

norma  regu la t i f  sebaga i  pera tu ran  dasar  yang  

rech tsmat i ghe id  da lam  penye lesa ian  sengketa  TUN 

sekarang  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa . . . . . . . . . . . . .

bahwa  Penggugat  te l ah  ke l i r u  da lam  pemahaman 

dal i l  yang  menyebutkan  “…  Rekto r  se la l u  

ber l i ndung  dan  ketaku tan  yang  lua r  b iasa  kepada  

Komis i  Pemberantasan  Korups i  (KPK)  … keb i j akan  

Rekto r  yang  sama seka l i  t i dak  bi j aksana  …”,  yang  

berkono tas i  negat i f ;  demik ian  in i  dapat  bera r t i  

Penggugat  te l ah  mendorong  Terguga t  untuk  

mengkua l i f i k a s i  pe langgaran  penghun ian  Rumah 

Negara  d i  J ln .  Simpang  Bogor  No.9  Malang  oleh  

Penggugat  yang  didasarkan  pada  Sura t  Keputusan  

Ins t i t u t  Keguruan  dan  I lmu  Pendid i kan  Malang  

No. :  SP.149/R /10 /1977  tangga l   28   Ju l i   1977  

(sampai   sekarang  in i  se lama kurang  leb ih
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10  tahun  dan  11  bulan  se jak  Penggugat  te rca ta t  

pens iun ,  sebaga i  pe langgaran  penghun ian  Rumah 

Negara  yang  merug ikan  negara ) ;     untuk  

melakukan   t i ndakan   hukum   secara   te rp i sah

mela lu i  “…  Komis i  Pemberantasan  Korups i  (KPK)  

…”,  sebaga i  te l ah  memenuhi  unsur  merug ikan  

negara  seper t i  d ia tu r  dan  d i t en tukan  dalam 

Undang- undang  No.31  Tahun  1999,  ten tang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i ,  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  No.20  Tahun  

2001;  jus t r u  sebaga i  keb i j akan  Rekto r  yang  

bi j aksana  dengan  mempert imbangkan  kepatu tan  dan  

kead i l an  mendasarkan  keb i j a kan  pada  Pera tu ran  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.76  Tahun  2008,  

ten tang  Pengelo laan  Rumah Negara  di  L ingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  menghindar i  

keb i j a kan  t i ndakan  hukum secara  te rp i sah  mela lu i  

“…  Komis i  Pemberantasan  Korups i  (KPK)  …”,  

te rhadap  Penggugat ;  - - - - - - - - - - -

bahwa ………

bahwa Penggugat  te l ah  ke l i r u  pu la  da lam memahami  

asas  propors i ona l i t a s  dengan  mengka i t kan  “… 

Rumah Negara  yang  te r l e t a k  di  J l .  Simpang  Bogor ,  

J l .  Ambarawa,  J l .  Tumapel ,  … J l .  Semarang,  J l .  

Bogor ,  J l .  Bl i t a r ,  J l .  Sala t i ga ,  J l .  Magelang  …. 

Rumah  Negara  d i  l i ngkungan  Unive rs i t a s  Neger i  
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Malang  …”;  yang  bukan  kapas i t a snya  dalam perkara  

TUN sekarang  in i ;  - - - - - - - -

bahwa  landasan  kete ra tu r an ,  keseras ian ,  

kese imbangan,  kepatu tan ,  dan  kead i l an  da lam 

keb i j a kan  penge lo laan  Rumah Negara  di  l i ngkungan  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  dengan  mendahulukan  

kese jah te raan    dan   kepent i ngan    umum   yang

asp i ra t i f ,  akomodat i f ,  dan  se lek t i f ;  menunjuk  

pada  Rencana  St ra teg i s  (Rens t ra )  Univers i t a s  

Neger i  Malang  (UM)  2008- 2012,  

Keputusan         Rekto r        Univers i t a s  

Neger i           Malang  

Nomor  0027/KEP/H32/PR/2008 ,  ten tang  Pember lakuan  

Rencana  St ra teg i s  (Rens t ra )  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  Tahun 2008- 2012,  tangga l  14 Januar i  2008;  

(v i de  bunde l  bukt i  ber tanda  T- 7) ;  - - - - - - - -

7.7 . bahwa  dengan  demik ian  di te rb i t k annya  Keputusan  

Rekto r  Univers i t a s  Neger i  Malang  Nomor  0315-

018/KEP/H32/PS/2009 ,  ten tang  Pencabutan  Iz i n  

Penghun ian  Rumah  Negara  di  J l .  Simpang  Bogor  

No.9  Malang  a.n .  Muchni l ab i b ,  M.A. ,  tangga l  11 

Mei  2009;  t i dak  sa ja  sesua i  asas  manfaat ,  

asas  kead i l an ,  asas  kepast i an  hukum,  mela inkan  

juga  te lah  melandaskan  asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  sebaga imana  dimaksud  dalam  Undang-

undang  Nomor  28  Tahun  1999,  ten tang  
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Penye lenggara  Negara    yang    Bers ih    dan  

Bebas dar i   Korups i ,

Kolus i  . . . . . . . . . . .

Kolus i ,  dan  Nepo-

t i sme; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

8.  bahwa, penundaan  pelaksanaan  keputusan  TUN yang  

dimohonkan  Penggugat  dapat  ber imp l i k as i  t i dak  baik  

da lam  ska la  nas iona l ,  melanggar  te r t i b  admin is t r a s i  

da lam  penge lo l aan  Rumah Negara  sesua i  asas  manfaat ,  

asas  kead i l an  dan  asas  kepas t i an  hukum  dalam 

menunjang  pelaksanaan  tugas  pejaba t  dan/a tau  pegawai  

neger i  s ip i l  d i  l i ngkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa d i  samping  i t u ,  penundaan  pelaksanaan  keputusan  

TUN  akan  

berdampak  ser ius  te rhadap  kepent i ngan  umum,  

kete ra tu ran ,  keseras ian ,   kese imbangan,   kepatu tan ,  

dan  kead i l an   da lam keb i j a kan

penge lo l aan  Rumah  Negara  di  l i ngkungan  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang,  dengan  mendahulukan  kese jah te raan  dan  

kepent i ngan  umum yang  asp i ra t i f ,    akomodat i f ,    dan  

se lek t i f ;   seper t i  d imaksud  dalam Rencana

Stra teg i s  (Rens t ra )  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  (UM)  

2008- 2012,  Keputusan  Rektor  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  
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Nomor  0027/KEP/H32/PR/2008 ,  ten tang  Pember lakuan  

Rencana  St ra teg i s  (Rens t ra )  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

Tahun  2008- 2012,  tangga l  14  Januar i  2008;  (v ide  

bunde l  bukt i  ber tanda  T- 7) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  karenanya  permohonan  Penggugat  yang  demik ian  

i t u  dengan  tegas  harus  di t o l a k  menuru t  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  fak ta  dan  alasan  hukum dalam  jawaban  d i  

atas ,  Tergugat  mohon dengan  hormat  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  berkenan  member i kan  

putusan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

set i daknya  menyatakan

gugatan  . . . . . . . . . . . .

gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  

ontvanke l i j k ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  semua b iaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  

p ihak  Penggugat  te lah  menyerahkan  Repl i k  te r t angga l  29  

September  2009 ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Repl i k  Penggugat  te r sebu t ,  
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Kuasa  Tergugat  menyerahkan  Dupl i knya  te r t angga l  13  

Oktober  2009 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  memper tahankan  dal i l - da l i l  

gugatannya  pihak  Penggugat  te lah  mengajukan  copy  sura t -

sura t  bukt i  yang  d i l ega l i s i r  dan  bermate ra i   cukup,   dan  

te l ah   d icocokkan   dan  sesua i   dengan  as l i  maupun

copynya  dengan  diber i  tanda  P –  1  sampai  dengan  P –  6,  

ada lah  sebaga i  

ber i ku t   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P – 1 : Copy  dar i  copy  

Sura t  Keputusan  Rekto r  Ins t i t u t  

Keguruan  Dan I lmu  Pendid i kan  Malang  

Nomor :  

Sp.149/R /10 /1977 ,  tangga l  28  Ju l i  

1977  ten tang  Penunjukan  Penghun i  

Rumah Dinas ; - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P – 2 : Copy  dar i  copy  

Sura t  dar i  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  (UM)  di tu j u kan  kepada  para  

penghun i  rumah  dinas ,  Nomor  :  

4271/H32.17 /PS/2007  tangga l  31 

Agustus  2007  ha l  :  Pember i t ahuan  

dengan  lampi ran  berupa  Sura t  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  
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Malang  Nomor  :  0545-

a/KEP/H32/PS/2007  tangga l    26 

Jun i     2007    ten tang      Penataan

Penghun ian  ………….

Penghun ian  Dan  Sta tus  Rumah 

Negara  Di  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  (su ra t  as l i  ada  pada  

Tergugat )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P – 3 : Copy  dar i  Copy 

Sura t  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  :  

0315.018 /KEP/H32/PS/2009  tangga l  

11  Mei  2009,  ten tang  Pencabutan  

Iz i n  Penghun ian  Rumah  Negara  Di  

Ja lan  Simpang  Bogor  No.  9  Malang  

a.n .  MOECHNILABIB,  M.A.  ;  

- - - - - - - -

4. Bukt i  P – 4 : Copy  dar i  Copy 

sura t  dar i  Warga  Ja lan  Simpang  

Bogor  Malang  kepada  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  tangga l  

30  Mei  2009  (su ra t  as l i  d ik i r im  

ke Rekto r )  ;  - - - - - - - - - - - - -
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukt i  P – 5 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  sura t  dar i  Rektor  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  kepada  

Kerukunan  Warga  Ja lan  Simpang  

Bogor  Malang ,  Nomor  :  

2843a/H32/TU/2009   tangga l   3 

Jun i   2009,   Hal :  Jawaban  

te rhadap  Sura t  Kerukunan  Warga 

Ja lan  Simpang  Bogor  Malang  (Pro f .  

Dr .  Munandi r ,  dkk)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i   P – 6………..  

6. Bukt i   P – 6 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  Setoran  

Bukan  Pajak  atas  nama 

MOEHNILABIB,  M.A.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,    bahwa     untuk    memper tahankan  

alasan   –  a lasan

 jawabannya,  p ihak  Tergugat  te l ah  mengajukan   copy   sura t  

-  sura t  bukt i  yang  di l ega l i s i r  dan bermete ra i  cukup,  yang  
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te l ah  dicocokkan  dan  sesua i  dengan  as l i  maupun  copynya  

dengan  dibe r i  tanda  T –  1  sampai  dengan         T –14  

ada lah  sebaga i  

ber i ku t   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1. Bukt i  T – 1 : Copy  sesua i  

dengan  as l i  ars ipnya  Sura t  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang

Nomor  :  0315.018 /KEP/H32/PS/2009  

tangga l  11  Mei  2009,  ten tang  

Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  Rumah 

Negara  Di  Ja lan  Simpang  Bogor  No.  

9  Malang  a.n .  MOECHNILABIB,  

M.A.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T – 2 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  Keputusan  

Ins t i t u t  Keguruan  Dan  I lmu  

Pendid i kan  Malang  No.  

Sp.149/R /10 /1977  tangga l  28  Ju l i  

1977  ten tang  Penunjukan  Penghun i  

Rumah  Dinas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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3. Bukt i  T – 3 : Copy  dar i  

copy  Sal inan  Sura t  Keputusan  

Pres iden       Republ i k  

Indones ia      Nomor  :

63/  PENS Tahun 1998 ………

63/  PENS Tahun  1998  tangga l  17  

September  

1998  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T – 4 : Copy  sesua i  

sa l i nan  resminya  Sura t  Keputusan  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

112/M/2002  tangga l  17  Ju l i  2002,  

ten tang  Penetapan  Rumah  Dinas  

Golongan  I I  Di  L ingkungan  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T – 4 A : Copy  sesua i  

sa l i nan  resmi  Sura t  Keputusan  

Menter i  Pendid i kan  Dan Kebudayaan  

Republ i k    Indones ia    Nomor   :  

0441/M/1977

tangga l  4  Oktober  1977,  ten tang  
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Penetapan  Rumah- Rumah Dinas  Dalam 

Lingkungan  Depar temen  Pendid i kan  

Dan  Kebudayaan  sebaga i  Rumah 

Dinas  Golongan  I I  Pada  IK IP  

Neger i  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

6. Bukt i  T – 5 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  Keputusan  

Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  

Nomor  :  0053/KEP/J36 /PS/2003  

tangga l  13 Pebruar i  2003,  ten tang  

Pera tu ran  Penghun ian  Rumah Dinas  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T – 5 A ……..

7. Bukt i  T – 5 A : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  Keputusan  

Rekto r  Ins t i t u t  Keguruan  Dan I lmu  

Pendid i kan  Malang  No.  

Sp.74 /R /10 /1972  tangga l  7  Maret  

1972,  ten tang  Pera tu ran  Perumahan 
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Dinas  IK IP  Malang  Pusat  ;  

- - - - - - - -

8. Bukt i  T – 6 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  Keputusan  

Rekto r     Unive rs i t a s      Neger i  

Malang    Nomor  :  0545-

a/KEP/H32/PS/2007  tangga l  26  Jun i  

2007  ten tang  Penataan  Penghun ian  

Dan  Sta tus  Rumah  Negara  Di  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T – 7 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Rencana  St ra teg i  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  (UM)  

2008  –  2012   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

10. Bukt i  T – 8 : Copy  sesua i  

sa l i nan  resminya  Sura t  Kepala  

Bi ro  Umum Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  Nomor     :  

67923/A .1 . I I I / L L / 2008      tangga l  

10  Desember  2008,  Hal  :  

Penyampaian  Sal i nan  Pera tu ran  
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Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  Nomor  

76 Tahun 2008 ;  - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T – 9 : Copy  sesua i  

sa l i nan  resminya  Sura t  Rekto r /  

Ketua     Senat    Unive rs i t a s  

Neger i    Malang

Nomor  …………….

Nomor  :  0132/H32.29 /TU/2008  

tangga l  5  Januar i   2009,  Hal :  

Undangan Rapat  ;  - - - - - - - - -

12. Bukt i  T – 9 A : Copy  dar i  

copy  Daf ta r  Hadi r  Rapat  Senat  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  

tangga l  8  Januar i  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  T – 9 B: Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  Rekto r /  

Ketua  Senat  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  Nomor  :  

0132/H32.29 /TU/2008   tangga l    13 

Januar i   2009,  Hal  :  Undangan  

Rapat  dengan  lampi ran  sesua i  
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copynya  Daf ta r  Hadi r  Rapat  Senat  

Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  ; - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T – 9C : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Notu len  Hasi l  

Rapat  Senat  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  Tentang  Pembahasan  Rumah 

Negara  Tangga l  15  Januar i  2009  

tangga l  16  Maret  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  T – 10 : Copy  sesua i  

sa l i nan  resminya  sura t  dar i  

Rekto r  Univers i t a s   Neger i  Malang  

Nomor :

1427/H32/TU/2009  tangga l  16  Maret  

2009  yang  di tu j u kan  kepada  Para  

Anggota  RAPIM  dan  Tim 

Revi ta l i s a s i  Pengamanan  Kampus 

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  ha l  :  

Undangan ;

Bukt i  T – 10 A………….

16. Bukt i  T – 10 A : Copy  dar i  

copy  sura t  dar i  Rektor  
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Univers i t a s  Neger i  Malang  Nomor  :  

1617/H32/TU/2009  tangga l  30  Maret  

2009  yang  di tu j u kan  kepada  Para  

Anggota  RAPIM Univers i t a s  Neger i  

Malang,  ha l  :  Undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  T – 10 B : Copy  dar i  

copy  sura t  dar i  Rektor  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  :  

1750/H32/TU/2009  tangga l  8  Apr i l  

2009  yang  di tu j u kan  kepada  Para  

Anggota  RAPIM Univers i t a s  Neger i  

Malang,  ha l  :  Undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  T – 10 C : Copy  dar i  

copy  sura t  dar i  Rektor  

Unive rs i t a s  Neger i   Malang  

Nomor  :  2008/H32/TU/2009

tangga l  22  Apr i l  2009  yang  

di tu j ukan  kepada  Para  Anggota  

RAPIM dan  Kepala  Badan Konsu l t as i  

dan  Bantuan  Hukum  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang,  ha l  :  Undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -
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19. Bukt i  T – 11 : Copy  dar i  copy  

Sura t  dar i  Rekto r  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang  (UM)  Nomor  :  

1411/H32/PS/2009   tangga l   11 

Maret   2009

yang  di t u j u kan  kepada  Para  Dosen 

dan  Pegawai  dan  Para  Purna  Tugas  

(pens iunan)   Penghun i   Rumah 

Negara  Unive rs i t a s  Neger i

 

Malang  …………

Malang,  Hal  :  Sos ia l i s a s i  

Permendiknas  No.  76  Tahun  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

20. Bukt i  T – 11A : Copy  dar i  

copy  Sura t  dar i  Rektor  

un ive rs i t a s  Neger i  Malang  (UM)  

Nomor  :  1447/H32/PS/2009  tangga l  

16  Maret  2009    yang    d i t u j u kan  

kepada  Para  Dosen dan  Pegawai  dan 

Para  Purna  Tugas  (Pens iunan)  

Penghun i  Rumah Negara  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang,  Hal  :  Sosia l i s a s i  

Permendiknas  No.  76  Tahun  2008  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

21. Bukt i  T – 11B : Copy  dar i  copy  

Daf ta r  Hadi r  Sosia l i s as i  

Permendiknas  No.  76  Tahun  2008  

(Ten tang  Penge lo l aan  Rumah Dinas  

Di  L ingkungan  Depdiknas)   tangga l  

20 Maret  2009 ;  - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  T – 11C: Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Notu len  

Sos ia l i s a s i  Permendiknas  No.  76 

Tahun  2008  Di  L ingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  

tangga l  20  Maret  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  T – 12 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  Tugas  Nomor  

:      1917/H32/KP/2009  

tangga l  

17 Apr i l  2009  atas  nama Prof .  Dr .  

H.  Ahmad  Rof i ’ udd i n ,  M.Pd  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

66

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24.   Bukt i  T – 13 ………..
24. Bukt i  T – 13 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  dar i  

Kerukunan  Warga  Ja lan  Simpang  

Bogor  Malang  tangga l  30  Mei  2009  

di tu j ukan  kepada  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ;

25. Bukt i  T – 14 : Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  Sura t  dar i  Rektor  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  :  

2843a/H32/TU/2009  tangga l  3  Jun i  

2009  yang  di tu j u kan  kepada  

Kerukunan  Warga  Ja lan  Simpang  

bogor  Malang  (Pro f .  Dr .  Munandi r ,  

dkk) ,  Hal  :  Jawaban  Terhadap  

Sura t  Kerukunan  Warga  ja l an  

Simpang  Bogor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa p ihak  Penggugat  te l ah  mengajukan  1 

(sa tu )  orang  saks i  ah l i  yang  member ikan  pendapat  

berdasarkan  pengetahuannya  dibawah  sumpah,  yang  pada  

pokoknya  menje laskan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - -

SAKSI AGUS YULIANTO,  S.H,  M.H. ,  pada pokoknya  menerangkan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  saks i ,  Rumah Negara  adalah  rumah yang  

dised iakan  untuk  pejaba t  Admin is t r a s i  Negara ,  ba ik  

yang  masih  menjaba t  ataupun  yang  t i dak  lag i  

menjaba t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  ten tang  Rumah  Negara  

untuk  yang  lama dia tu r   da lam PP Nomor  :   40/1994 ,  

sedangkan  untuk   yang   baru   d ia tu r

dalam  PP  Nomor  :  31/2005  dan  Permen  Pendid i kan  

Nasiona l  No.  76/2008 ;

- Bahwa   sepengetahuan    saks i ,    Rumah   Negara  

ada   3   macam  ya i t u  

golongan  I  ……..

golongan  I ,  go longan  I I  dan  go longan  I I I .  Perbedaan  

dar i  ket i ga  golongan  te rsebu t  bahwa  Rumah  Negara  

golongan  I  dan  I I  t i dak  bisa  dip i ndah tangankan  

sedangkan  golongan  I I I  b isa  dip i ndah tangankan  ;  - - - - -

- Bahwa sepengetahuan  saks i ,  Rumah Negara  yang  berada  

di  l i ngkungan  kampus  ada lah  Rumah Negara  golongan  

I I   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sepengetahuan  saks i ,  PNS yang  sudah  pens iun  

dapat  menempat i  Rumah  Negara  golongan  I I  dan 

golongan  I I I  menuru t  PP  Nomor  :  31/2005  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  secara  normat i f  da lam 

satu  ins tans i  yang  berwenang  mengatu r  Rumah Dinas  

ada lah  Menter i ,  dan  ka lau  di  Unive rs i t a s  adalah  

Kepala  Lembaga.  Hal  te rsebu t  d ia tu r  da lam  PP 

Nomor  :  31/2005  dan  Permen Pendid i kan  Nasiona l  No.  

76/2008   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  prosedur  PNS  dapat  

menempat i  Rumah  Negara /  Dinas ,  karena  merupakan  

i j i n  jad i  harus  ada permohonan ;  - - - - - - -

- Bahwa   menuru t  saks i ,  PNS yang  menempat i  Rumah 

Negara /  Dinas  sudah

meningga l ,  apakah  i j i n  penghun ian  yang  dipe ro l eh  i t u  

harus  d iperbaharu i  atau  t i dak ,  ha l  te rsebu t  d i l i h a t  

dar i  persya ra tan  te rgan tung  aturan  

dasarnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  pencabutan  suatu  

per i j i n an  penghun ian  hanya  dipe rbo lehkan  apab i l a  

ada  pelanggaran  bag i  penghun inya ,  contohnya  :  

merubah  bentuk  rumah,  menyewakan,  d i t empat i  o leh  

orang  la i n  yang  t i dak  berhak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  saks i ,  Permendiknas  Nomor  :  76/2008  

yang  mengatu r  ten tang    Rumah   Negara /  Dinas   d i  

l i ngkungan    Pendid i kan   merupakan
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t i ndak lan j u t  ……….

t i ndak lan j u t  (Pera tu ran  Pelaksanaan)  dar i  PP Nomor  :  

31/2005  ;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i ,  suatu  pera tu ran  keb i j akan  

dapat  d ibe r l akukan   d i  l i ngkungan  masing- masing ,  

Pera tu ran  Perundang- undangan  mengatu r  semua 

Depar temen,  sedangkan  Menter i  dapat  membuat  

pera tu ran  te rka i t  dengan  l i ngkungan  masing- masing .  

Dan  menuru t  saks i  Permendagr i  Nomor  :  76/2008  

merupakan  Pera tu ran  Kebi j akan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i ,  Pera tu ran  keb i j akan  t i dak  

boleh  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan,  j i ka  ber ten tangan  maka yang  dibe r l akukan  

ada lah  undang- undang  yang  leb ih  t i ngg i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i ,  suatu  keb i j akan  yang  

dike lua rkan  o leh  pe jaba t  d i  l i ngkungan  ins tans i nya  

harus  sesua i  dengan  pera tu ran  d ia tasnya  ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i ,  apab i l a  ada  keputusan  

(besch i kk i ng )  masih  ber l aku ,  kemudian  ada pera tu ran  

baru ,  maka  pera tu ran  baru  te rsebu t  t i dak  dapat  

d i te rapkan ,  ha l  te rsebu t  demi  kepast i an  hukum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa     menuru t      saks i ,    batasan     keb i j akan  

ada lah      pera tu ran
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perundang- undangan  belum/  t i dak  mengatu r ,  t i dak  ada  

la rangan  yang  je l as  atas  keb i j akan  yang  dibua t ,  yang  

utama  ada lah  untuk  kepent i ngan  umum dalam  menghadap i  

keadaan- keadaan  yang  harus  dise lesa i kan  dan  t i dak  

boleh  ber ten tangan  dengan  kete r t i b an  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sepengetahuan  saks i  ten tang  konsep  “Gugur  

demi  hukum “  d i  da lam  Hukum Admin is t r a s i  t i dak  

mengenal  i s t i l a h  gugur  demi  hukum,  dalam prak teknya  

gugur  demi  hukum t i dak  ada,    yang  ada  hanya lah  

bata l

atau  bata l  demi  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa menuru t  saks i ,   Keputusan  Rekto r  yang  baru  

t i dak  boleh  mencabut

Keputusan  ……….

Keputusan  Rekto r  yang  lama,  demi  kepast i an  hukum.  

Bahwa Keputusan  TUN t i dak  dapat  d ipaka i  sebaga i  a lasan  

untuk  mencabut  besch ikk i ng .  Besch ikk i ng  t i dak  

te rpengaruh  dengan  adanya  pera tu ran  keb i j a kan  yang  

baru ,  contoh  :  d ida lam  pera tu ran  lama  dia tu r  mengenai  

jaba tan  Guru  Besar  yang  disyara t kan  harus  St ra ta  1,  

kemudian  te rb i t  pera tu ran  baru  yang  mensyara tkan  Guru  

Besar  harus  Doktor ,  ha l  te rsebu t  bukan  bera r t i  

pera tu ran  baru  mencabut  pera tu ran  lama,  bukan  bera r t i  
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gela r  guru  besar  yang  dicabu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sepengetahuan  saks i ,  Rumah Dinas  golongan  I I  

dapat  d i rubah  menjad i  go longan  I I I  dengan  

persya ra tan  te r t en t u  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i ,  anta ra  kepas t i an  hukum dan  

kepent i ngan  umum  yang  d idahu lukan  adalah  

kepent i ngan  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  yang  berwenang  untuk  

mencabut  suatu  besch ikk i ng  ada lah  pejaba t  yang  

membuat  besch ikk i ng  atau  pe jaba t  yang  leb ih  t i ngg i  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  s ta tus  rumah  yang  

di tempat i  o leh  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa p ihak  Terguga t  te l ah  mengajukan  1 

(sa tu )  orang  saks i  ah l i  yang  member ikan  pendapat  

berdasarkan  pengetahuannya  dibawah  sumpah,  yang  pada  

pokoknya  menje laskan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  Prof .  Dr.  SUDARSONO,  S.H. ,  M.S. ,  pada  pokoknya  
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menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  penghun ian  Rumah Negara  

harus  mempunyai  a lasan /  dasar  hukum 

penempat i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa ………..

- Bahwa saks i  t i dak  mengetahu i  hukum pos i t i f  ten tang  

penghun ian  Rumah  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i dak  mengetahu i  Rumah Dinas  d ibedakan  

dalam  beberapa  golongan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pendapat  saks i ,  untuk  penghun ian  Rumah Negara  

dipe r l u kan  t i ndakan  untuk  mendapatkan  i j i n  

penghun ian  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  suatu  per i j i n an  akan  

dibe r i k an  apab i l a  ada  permohonan  dan  permohonan  

te rsebu t  b isa  d i t o l a k  atau  dikabu l kan  ;  - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  ind i ka to r  keputusan  i t u  

dianggap  sah  te rdapa t  2 syara t  yang  harus  dipenuh i  

ya i t u  syara t  fo rma l  dan  mater i a l .  Syara t  fo rma l  

ada lah  syara t  yang  menyangkut  fo rmat  dan  prosedur  

73

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan  te rka i t  dengan  kewenangan  dan  syara t  fo rma l  

yang  harus  dipenuh i  te rgan tung  pada atu ran  dasarnya  

;  J ika  fo rmatnya  dalam  aturan  dasar  t i dak  d ia tu r  

maka  mempunyai  kebebasan  untuk  mengatur  fo rmat ,  

dengan  cata tan  kebebasan  t i dak  mut lak  harus  ada  

atu ran  dasarnya  hukum yang  mengatur

fo rmat  ;  Sedangkan  syara t  mater i a l  adalah  is i  

keputusan  t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  yang  menjad i  batasan  dalam 

kebebasan  mengatu r  fo rmat  adalah  hukum  te r t u l i s  

atau  asas  yang  member ikan  dasar  untuk  membuat  

fo rmat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  kewenangan  b isa  dipe ro leh  

dar i  At r i bu t i f  dan  Delegas i .  At r i bu t i f  ada lah  

kewenangan as l i   yang  dibe r i kan   o leh  pera tu ran

perundang- undangan  t i dak  ada  pende legas ian ,  sedangkan  

kewenangan  de legas i     adalah    ada    proses  

pel impahan     kewenangan    dan   yang

ber tanggung jawab  …………

ber tanggung jawab  ada lah  pener ima  

delegas i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  pe jaba t  da lam  mengeluarkan  

keputusan  harus  sesua i  dengan  atu ran  dasar  ;  Is i  
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keputusan  t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan pera tu ran  

perundang- undangan  atau  asas  ;  Sela in  i t u  i s i  

keputusan  t i dak  boleh  dike lua r kan  berdasarkan  unsur  

ke jaha tan  dan 

paksaan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pendapat  saks i ,  ind i ka to r  suatu  keputusan  i t u  

dapat  d icabu t  apab i l a  sudah  dianggap  t i dak  memenuhi  

persya ra tan  dan  di te rb i t k an  keputusan  baru  yang  

mencabut  keputusan  awal  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  syara t  keputusan  i t u  dapat  

d icabu t  te rgan tung  pejaba t  yang  mengeluarkan  

keputusan  yang  mendasarkan  pada  atu ran  dasar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  yang  dimaksud  dengan  gugur  

demi  hukum ada lah  t i dak  ber laku  se jak  dinya takan  

bata l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pendapat  saks i ,  ten tang  dik tum obyek  sengketa  

adanya  te rmin i l o g i

gugur  demi  hukum  dan  t i ndakan  pencabutan  mempunya i  

konsep  yang  se ja l an .  Pada  pr ins i pnya  keputusan  gugur  

demi  hukum ada lah  t i dak  ber laku  se jak  diba ta l kan ,  jad i  

se ja l an  anta ra  diba ta l kan  kemudian  dicabu t ,  ha l  
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te rsebu t  untuk  kepas t i an  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sepengetahuan  saks i ,  yang  dimaksud  dengan  

re t r oak t i f  adalah  ber laku  suru t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  pera tu ran  baru  ber laku  ke  

depan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pendapat  saks i ,  pe jaba t  b isa  untuk  melakukan  

pencabutan ,  dengan  alasan    pera tu ran  baru   dapat  

menghapus  pera tu ran  lama,  te tap i

t i dak  ………….

-  t i dak  bisa  untuk  menguj i  keputusan /  t i ndakan  yang  

di te rb i t k an  sebe lum  dike lua rkan  pera tu ran  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pendapat  saks i ,  batasan  suatu  keb i j a kan  dapat  

d i l akukan  oleh  seorang  pejaba t  ada lah  harus  

di l i n gkup  kewenangannya  dan t i dak  boleh  berben tu ran  

dengan  atu ran  yang  leb ih  t i ngg i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  keb i j a kan  pejaba t  yang  

dike lua rkan  te rnya ta  menyimpang  dar i  pera tu ran  

perundang- undangan  bisa  sah  apab i l a  kewenangan  yang  

menyimpang  te rsebu t  d ipe rbo lehkan  oleh  atu ran  

dasar ;  Dan  t i dak  sah  apab i l a  t i dak  ada  dasar  
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hukumnya.  Jad i  suatu  keb i j a kan  pejaba t  yang  

menyimpang  bisa  sah  dan  t i dak  sah  berdasarkan  

kewenangan  yang  dia tu r  dengan  atu ran  dasarnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pendapat  saks i ,  pe jaba t  melakukan  kewenangan  

dalam  l i ngkup  kewenangannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  keputusan  yang  dike lua rkan  

Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  punya  kewenangan  

untuk  menyatakan  keputusan  te rsebu t  t i dak  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  pe jaba t  mencabut  keputusan  

dengan  dasar  atu ran  baru  yang  merubah  atu ran  lama  

bisa  sa ja  menimbulkan  kerug ian  seper t i  yang  dia l am i  

oleh  penghun i ,  dan  kerug ian  te rsebu t  merupakan  

permasa lahan  hukum te rsend i r i  yang  te r l epas  dar i  

t i ndakan  pencabutan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  j i k a  i j i n  masih  ber laku  

kemudian  ada  atu ran  baru  yang  t i dak  member i kan  

kewenangan  untuk  menempat i ,  maka  yang  lama  harus  

dicabu t ,  karena  t i dak  ada  dasar  hukum  untuk  

menempat i  ;  - - - - - - - - - -
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Bahwa ……..

- Bahwa pendapat  saks i ,  ten tang  bukt i  T – 2 dan T – 3 

t i dak  ada  a lasan ,  i j i n  d iber i kan  ada  tenggang  

waktu ,  berar t i  i j i n  te rsebu t  berhen t i  sampai  waktu  

yang  te lah  di t en tukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa mendapat  saks i ,  semua yang  mempunyai  wewenang 

dapat  mencabut  meskipun  sudah  membuat  keputusan .  

Hal  te rsebu t  t i dak  arogans i  se lama untuk  keba ikan ,  

karena  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  dan  

mencabut  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa  pendapat  saks i ,  apab i l a  seorang  pe jaba t  

mengeluarkan  beberapa  sura t  keputusan ,  kemudian  

pejaba t  te rsebu t  mencabut  sura t  keputusan  I ,  untuk  

sura t  keputusan  I I  te tap  ber l aku  se lama  t i dak  

melanggar  pera tu ran  dan  perundang- undangan,  dan  

se lama  be lum  ada  pembata lan  dar i  pe jaba t  yang  

bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,    bahwa   p ihak   Penggugat    dan   p ihak  

Tergugat   te l ah
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menyampaikan  kes impu lannya  masing- masing  te r t angga l  1 

Desember  2009;

Menimbang,  bahwa  untuk  menyingka t  putusan  in i ,  

sega la  sesuatu  yang  belum  te rmuat  da lam  duduknya  

sengketa ,  Hakim menunjuk  kepada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  putusan  in i ;

Menimbang,  bahwa Para  Pihak  t i dak  ada  lag i  ha l - ha l  

yang  akan  disampaikan  dan  mohon  kepada  Hakim  untuk  

dibe r i k an  Putusan  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Tentang Pert imbangan Hukumnya :

Menimbang,  bahwa maksud dan tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  yang  te l ah  d iu ra i kan  dalam  duduk  

sengketa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ………

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dan  

yang  dimohonkan   pembata lan    kepada     Pengad i l an  

oleh     Penggugat    ada lah

Keputusan  Tergugat  Nomor  :  0315.018 /KEP/H32/PS/2009  

Tangga l  11  Mei  2009  Tentang  Pencabutan  Iz i n  Penghun ian  

Rumah Negara  Di  Ja lan  Simpang  Bogor  Nomor  9  Malang  Atas  

Nama MOECHNILABIB,  MA (Buk t i  P- 3=T- 1) ;  - - - -

Menimbang,  meskipun  dalam  jawaban  Tergugat  t i dak  

memuat  akseps i ,  te tap i  o leh  karena  da lam jawaban  Tergugat  
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te rsebu t  secara  subs tan t i f  mendal i l k an  hal - ha l  yang  

bers i f a t  eksept i f ,  maka  Pengad i l an  te r l eb i h  dahu lu  akan  

memper t imbangkan  da l i l  Tergugat  d imaksud;  - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  da l i l  Tergugat  yang  

te rcan tum  dalam  Jawaban  yang  bers i f a t  eksept i f  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa gugatan  Penggugat  ada lah  kurang  pihak  dan  

seharusnya  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  

d i j ad i kan  sebaga i  p ihak  dalam  sengketa  a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  

karena  Penggugat  te l ah  nyata - nyata  melakukan  

pelanggaran  syara t - syara t  yang  harus  dipenuh i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengadi l an  akan  

memper t imbangkan  ekseps i  per tama  Tergugat  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  ekseps i  per tama  

Tergugat  te rsebu t ,  p ihak  Penggugat  te l ah  membantahnya  

dida lam rep l i k nya   te r t angga l    29  September   2009  yang  
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pada  pokoknya  menyatakan  bahwa

Kewenangan ……..

kewenangan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  sura t  keputusan  

objek  sengke ta  sama seka l i  t i dak  memenuhi  syara t  sebaga i  

mandat ,  ya i t u  t i dak  ada  pel impahan  wewenang  kepada  

Tergugat ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  perbedaan  da l i l  anta ra  

Tergugat  dengan  Penggugat  mengenai  ekseps i  te rsebu t  

Pengad i l an  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Menter i  

Pendid i kan  Dan  Kebudayaan  R. I .  Nomor  0441  Tangga l  4 

Oktober  1977  te l ah  menetapkan  Rumah- Rumah  Dinas  Dalam 

Lingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Dan  Kebudayaan  Sebaga i  

Rumah Dinas  Golongan  I I  Pada IK IP  Neger i  Malang  (buk t i  T 

–  4  A)  ser ta  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  RI  

Nomor  112/M/2002  Tangga l  17  Ju l i  2002  juga  te l ah  

menetapkan  Rumah  Dinas  Golongan  I I  Di  L ingkungan  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  ha l  mana rumah dinas  (Negara )  

yang  bera lamat  di  Ja lan  Simpang  Bogor  Nomor  9  Malang  

te rsebu t  merupakan  rumah dinas  ( rumah negara )  go longan  I I  

(buk t i  T – 4 ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  pasa l  6 

ayat  (1 )  Pera tu ran    Menter i   Pendid i kan    Nasiona l  
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Nomor  :  76 Tahun 2008,  ten tang

Pengelo laan   Rumah  Negara  di  L ingkungan  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l ,  menyatakan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

“  Keputusan  Iz i n  Penghun ian  atau  Keputusan  Pencabutan  

Penghun ian   Rumah Negara  Golongan  I I  d i t e rb i t k an  oleh :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pemimpin  Uni t   Utama  untuk   Kanto r   Pusat  

Depar temen;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pemimpin  Perguruan  Tingg i  untuk  Perguruan  Tingg i  

Neger i  ba ik  yang  berbadan  hukum maupun  yang  t i dak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.   Koord ina to r  ………….

c. Koord ina to r  Koper t i s  untuk  Koper t i s  ” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  pasa l  1 

angka  12  Undang- Undang  Nomor  51   Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  kedua   atas  Undang- Undang   Nomor   5     Tahun  

1986,    ten tang    Perad i l an   Tata   Usaha

Negara ,  yang  dapat  d i j ad i kan  Tergugat  adalah  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  keputusan  

berdasarkan  kewenangan  yang  ada  padanya  atau  yang  

di l impahkan  kepadanya ,  yang  d iguga t  o leh  orang  atau  badan  

hukum  perda ta  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  Tergugat  d ida lam  menerb i t k an  

sura t  keputusan  objek  sengke ta   ada lah  berdasarkan  

kewenangan  yang  ada padanya  sesua i  keten tuan  pasa l  6 ayat  

(1 )  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  Nomor  76  Tahun  

2008,  ten tang  Penge lo laan  Rumah  Negara  di  L ingkungan  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  o leh  karena  i t u  sudah  

tepa t  apab i l a  Rekto r  Univers i t a s  Neger i  Malang  yang  

di j ad i kan  Tergugat  da lam  perkara  in i  dan  t i dak   per lu  

menar i k  pihak  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  untuk  

di j ad i kan  p ihak  dalam perkara  in i .  Dengan  demik ian  dal i l  

ekseps i  Tergugat  te r sebu t  d ia tas  t i dak  bera lasan  hukum 

dan  karenanya  patu t  untuk  d inya takan  t i dak  di te r ima ;  

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengad i l an  akan  

memper t imbangkan  ekseps i  kedua  dar i  Tergugat  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  keten tuan  pasa l  53  ayat  1 

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 jo  Undang- Undang Nomor  9 

Tahun  2004,  bahwa  hanya  orang  atau  badan  hukum perda ta  

yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan   sa ja   yang   dapat  

mengajukan   gugatan  dalam sengketa  ta ta  usaha

negara  ………….
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negara  (asas  no  in t e res t  no  act i on )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Penggugat  te l ah  di te t apkan   untuk  

menempat i  rumah  dinas  ( rumah  negara )   IK IP  Malang  ( in  

casu  Unive rs i t a s  Neger i  Malang)   yang  bera lamat  di  Ja lan  

Simpang  Bogor  Nomor  9 Malang  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Ins t i t u t  Keguruan  Dan I lmu  Pendid i kan  Malang

Nomor   :    Sp.149/R /10 /1977    tangga l    28  Ju l i  1977,  

te rh i t ung   se jak   tangga l  

1  Agustus  1977  (  bukt i  P  –  1  =  T  –  2  ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  0545- a/KEP/H32/PS/2007  

Tangga l  26  Jun i  2007  te l ah  di te t apkan  bahwa batas  waktu  

penghun ian  atas  rumah Negara  ( rumah d inas )  di  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang  adalah  sampai  dengan  janda /duda  Pegawai  

Neger i  Sip i l  yang  bersangku tan  meningga l ,  seh ingga  

seharusnya  Penggugat  masih  mempunyai  hak  untuk  menempat i  

rumah  dinas  ( rumah  negara )  dimaksud  (  Bukt i  T –  6  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa namun demik ian  berdasarkan  bukt i  

P- 3=T- 1,  Tergugat  te lah  melakukan  t i ndakan  pencabutan  

iz i n  penghun ian  rumah Negara  di  Ja lan  Simpang Bogor  Nomor  

9 Malang  atas  nama Penggugat ,  seh ingga   Penggugat   sudah  

t i dak   mempunyai   hak   lag i   untuk    menempat i
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rumah  dinas  te rsebu t ,  karenanya  kepent i ngan  Penggugat  

merasa  di rug i kan  sebaga i  ak iba t  t i ndakan  Tergugat  yang  

te l ah  melakukan  pencabutan  iz i n  penghun ian  rumah  negara  

atas  nama Penggugat  di  Ja lan  Simpang Bogor  Nomor  9 Malang  

dimaksud  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  

te rsebu t ,  Pengad i l an       berpendapat      bahwa 

Penggugat      berkepen t i ngan     untuk

mengajukan  ……….

mengajukan  gugatan  dalam sengketa  a quo,  seh ingga  ekseps i  

kedua  dar i  Terguga t  t i dak  bera lasan  hukum  dan  harus  

dinya takan  t i dak  d i t e r ima  oleh  Pengad i l an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   o leh  karena  da l i l  ekseps i  

per tama  dan  ekseps i  kedua  Tergugat  t i dak  d i t e r ima ,  maka 

Pengad i l an  se lan ju t nya  akan  memper t imbangkan  pokok  

sengketanya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  SENGKETA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  pada  
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pokoknya  mendal i l k an  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

obyek  sengketa  te l ah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  maupun  ber ten tangan  

dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik ,  sebaga imana  

dia tu r  da lam pasa l  53 ayat  2 huru f  a dan b Undang- Undang  

Nomor  5  tahun  1986  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  dal i l  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  da lam jawabannya  te l ah  membantah  dal i l  Penggugat  

dan  pada  pokoknya  mendal i l k an  bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  obyek  sengke ta  te lah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ser ta  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dal i l  gugatannya ,  

Penggugat  d i  pers i dangan  te lah  mengajukan  ala t  bukt i  

berupa  sura t  yang  dibe r i  tanda  P – 1  sampai  dengan  P – 

6,  beser ta  1 (sa tu )  orang  ahl i ,  sedangkan  Terguga t   untuk  

mendukung  dal i l n ya  juga  te lah  mengajukan  ala t  bukt i  sura t  

yang  diber i  tanda  T  –  1   sampai  dengan  T  –  14  dan  1  

(sa tu )  orang  ahl i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ………

Menimbang,  bahwa  ber t i t i k  to l ak  dar i  da l i l  yang  
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masih  d ipe r t en tangkan  te rsebu t ,  maka  yang  menjad i  i ssu  

hukum  yang  akan  di l akukan  pengu j i an  oleh  Pengadi l an  

ada lah  apakah  Tergugat  da lam  menerb i t k an  obyek  sengketa  

te l ah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  dan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  ?  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  pengu j i an  in i ,  

Pengad i l an   akan

menguj i  secara  ex  tunc ,  ha l  mana Pengad i l an  dalam menguj i  

obyek  sengketa

didasarkan  pada  fak ta - fak ta  dan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  pada  saat  obyek  sengketa  

di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  bukt i  P  –  1  =  T  –  2  ,  

Penggugat  te l ah  di te t apkan ,  d i tun j uk  dan  dibe r i kan  i j i n  

untuk  menempat i  rumah  dinas   IK IP  Malang  ( in  casu  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang)  se jak  tangga l  1  Agustus  1977  

yang  bera lamat  di  Ja lan  Simpang  Bogor  Nomor  9  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Menter i  

Pendid i kan  Dan  Kebudayaan  R. I .  Nomor  0441  Tangga l  4 

Oktober  1977  te l ah  menetapkan  Rumah- Rumah  Dinas  Dalam 

Lingkungan  Depar temen  Pendid i kan  Dan  Kebudayaan  Sebaga i  

Rumah Dinas  Golongan  I I  Pada IK IP  Neger i  Malang  (buk t i  T 

–  4  A)  ser ta  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  RI  

Nomor  112/M/2002  Tangga l  17  Ju l i  2002  juga  te l ah  
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menetapkan  Rumah  Dinas  Golongan  I I  Di  L ingkungan  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  ha l  mana rumah dinas

 ( rumah  negara )  yang  bera lamat  di  Ja lan  Simpang  Bogor  

Nomor  9  Malang  te rsebu t  merupakan  rumah  dinas  ( rumah  

negara )  go longan  I I  (buk t i  T – 4 ) ; - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  yang  per lu  

dipe r t imbangkan  ada lah  s iapa  yang  berhak  menempat i  rumah 

dinas  ( rumah  negara )  go longan  I I  te rsebu t  ? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang …………

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasa l  7  ayat  1 

Keputusan  Rekto r  IK IP  Malang  Nomor  Sp.74 /R /10 /1972  

tangga l  7  Maret  1972  ten tang  Pera tu ran  Perumahan  Dinas  

IK IP  Malang  Pusat ,  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  hak  

untuk  menempat i  rumah  IK IP  dicabu t ,  b i l a  pegawai  yang  

bersangku tan  t i dak  lag i  beker j a  pada  IK IP  Malang  (  Bukt i  

T – 5A ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  pasa l  3  ayat  4  jo  pasa l  5  

ayat  2 Keputusan

Rekto r    Unive rs i t a s    Neger i   Malng   Nomor  

0053/KEP/J36 /PS/2003   tangga l  

13 Pebruar i  2003 ten tang  Pera tu ran  Penghun ian  Rumah Dinas  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang,  pada  pokoknya  mengatu r  bahwa 

yang  berhak  menempat i  rumah  dinas  go longan  I I  adalah  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  dosen  te tap ,  tenaga  admin is t r a s i  
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te tap  Univers i t a s  Neger i  Malang  (Buk t i  T  –  5  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  beg i t u  pu la  berdasarkan  pasa l  1 

angka  3  jo  pasa l  6  ayat  7  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  RI  Nomor  78 Tahun 2008 ten tang  Penge lo l aan  Rumah 

Negara  Di  L ingkungan  Depar temen Pendid i kan  Nasiona l  te l ah  

menentukan  pada  pokoknya  rumah negara  golongan  I I  d ihun i  

o leh  pe jaba t  dan/a tau  Pegawai  Neger i  Sip i l  depar temen  

sepan jang  yang  bersangku tan  masih  bers ta tus  sebaga i  

pe jaba t  dan/a tau  pegawai  Neger i  Sip i l  (  Bukt i  T –  8  ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  pasa l  1  angka  6 

Pera tu ran  Pemer in tah   Nomor  40 Tahun  1994   Tentang  Rumah 

Negara  te l ah  d i t en tukan

bahwa Rumah Negara  Golongan  I I  ada lah  rumah  Negara  yang  

mempunyai  hubungan  dengan  yang  t i dak  dapat  d ip i sahkan  

dar i  suatu  ins tans i  dan  hanya  dised iakan  untuk  did i ami  

oleh  Pegawai  Neger i  dan  apab i l a  te lah  berhen t i  atau  

pens iun ,  rumah  dikembal i kan  kepada  negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ber t i t i k      to lak     dar i     norma      yang  

te rmuat      da lam    pera tu ran  

perundang- undangan  ………..

perundang- undangan  maupun pera tu ran  pe laksanaan  te rsebu t ,  
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dapat  dis impu lkan  bahwa  rumah  negara  ( rumah  dinas)  

go longan  I I  hanya lah  d ised iakan  untuk  pejaba t  atau  

Pegawai  Neger i  Sip i l  sa ja  dan  j i k a  te l ah  berhen t i  atau  

pens iun ,  maka  penghun i  harus  mengembal i kan  rumah  negara  

( rumah d inas )  te rsebu t  kepada  negara  ( in  casu  Unive rs i t a s  

Neger i  Malang) ;  - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  dar i  pada  i t u ,  apab i l a  

mencermat i  Sura t  Keputusan     Rekto r    IK IP    Malang  

Nomor    Sp.  149/  R /  10/  1977   tangga l  

28  Ju l i  1977  yang  te l ah  menetapkan,  menunjuk  dan  

member ikan  i j i n   kepada  Penggugat  untuk  menempat i  rumah 

dinas   IK IP  Malang  ( i n  casu  Unive rs i t a s  Neger i  Malang)  

yang  bera lamat  di  Ja lan  Simpang  Bogor  Nomor  9  Malang ,  

juga  te lah  memuat  adanya  k lausu l  ten tang  syara t - syara t  

yang  harus  dipenuh i  o leh  Penghun i ,  khususnya  angka  3,  

mensyara tkan  bahwa apab i l a  penghun i  berhen t i  dar i  jaba tan  

neger i ,  maka  rumah  d inas  yang  te rsebu t  da lam  sura t  

keputusan  in i  harus  dikembal i kan  dalam  keadaan  kosong  

kepada  Rektor /Kepa la  Perwak i l an  (  Bukt i  T  –  2  ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  bukt i  T – 3 Penggugat  te l ah  

berhen t i  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  karena  te lah  

memasuki  us ia  pens iun  te rh i t u ng  mula i  tangga l  1  Oktober  

1998,  seh ingga  secara  normat i f  maupun  sesua i  k lausu l  

ten tang  syara t - syara t  yang  harus  dipenuh i  o leh  Penghun i ,  

khususnya  angka   3  te rsebu t ,   Penggugat  te rh i t u ng  mula i  
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tangga l  1 Oktober  1998  sudah

t i dak  berhak  lag i  sebaga i  penghun i  rumah  dinas  golongan  

I I  yang  bera lamat  d i  ja l an  Simpang   Nomor  9  Malang  

dimaksud  dan berkewaj i ban  untuk  mengembal i kan  rumah dinas  

te rsebu t  kepada  Rektor  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  dalam 

keadaan  kosong  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang ………

Menimbang,  bahwa  apabi l a  Penggugat  masih  

berke ing inan  untuk  menghun i  rumah  d inas  te rsebu t  

d iwa j i b kan  untuk  mengajukan  i j i n  khusus  penghun ian  kepada  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  mela lu i  Tergugat  (v ide  pasa l  

5  ayat  2  angka  4  Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  

Malang  Nomor  0053/KEP/J36 /PS/2003    tangga l     13  

Pebruar i    2003    ten tang    Pera tu ran

Penghun ian  Rumah  Dinas  Unive rs i t a s  Neger i  Malang)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  a la t  bukt i  yang  dia jukan  oleh  

para  pihak  di  pers idangan   t i dak  ada   a la t  bukt i  yang  

membukt i kan  bahwa Penggugat  te l ah

mengajukan  i j i n  khusus  penghun ian  dan  te lah  mendapatkan  

i j i n  dar i  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  RI  untuk  menempat i  

rumah d inas  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rnya ta  Penggugat  
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se jak  1  Oktober  1998  sampai  dengan  saat  sebe lum 

di te rb i t k an  obyek  sengketa  te rbuk t i  be lum  mengembal i kan  

rumah  d inas  di  Ja lan  Simpang  Bogor  Nomor  9  Malang,  maka 

t i ndakan  Tergugat   da lam  rangka  pener t i ban  te rhadap  

penge lo l aan  rumah  negara  dengan  menerb i t kan  obyek  

sengketa  untuk  melakukan  pencabutan  iz i n  penghun ian  rumah 

negara  di  ja l an  Simpang  Bogor  Nomor  9  Malang  atas  nama 

Penggugat  adalah  bera lasan  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  te rhadap  Keputusan  Rekto r  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  Nomor  0545- a/KEP/H32/PS/2007  

tangga l   26  Jun i  2007  ten tang  Penataan  Penghun ian  dan  

Sta tus  Rumah Negara  di  Unive rs i t a s  Neger i    Malang,   yang  

menetapkan    batas    waktu   penghun ian   atas   rumah

negara  ( rumah  d inas )  d i  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ada lah  

sampai  dengan  janda /duda  Pegawai  neger i  Sip i l  (PNS)  yang  

bersangku tan  meningga l  ada lah  merupakan  bentuk  keb i j akan  

(be le i d s r ege l )  dar i  Tergugat  da lam penge lo l aan

 rumah d inas  ……….. 

rumah  dinas  di  l i ngkungan  Univers i a t s  Neger i  Malang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keb i j akan  te rsebu t  pada  dasarnya  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  yang  berka i t an  dengan  Rumah  Negara ,  seh ingga  

sesua i  asas  pre fe rens i  ya i t u  asas  lex  super i o r  deroga te  
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leg i  in fe r i o r i  bahwa keb i j a kan  te rsebu t  t i dak  mempunya i  

kekuatan  mengika t  dan karenanya  harus  dikesampingkan  oleh  

Pengad i l an ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete lah  melakukan  pene l i t i a n  ulang  

dalam  melakukan  t i ndakan  hukum  ( i n  casu  menerb i t kan  

Keputusan  Rekto r  Unive rs i t a s     Neger i    Malang     Nomor  

0545- a/KEP/H32/PS/2007    tangga l   

26 Jun i  2007 ten tang  Penataan  Penghun ian  dan Sta tus  Rumah 

Negara  di  Univers i t a s  Neger i  Malang) ,  yang  menetapkan  

batas  waktu  penghun ian  atas  rumah negara  ( rumah dinas)  di  

Unive rs i t a s  Neger i  Malang  ada lah  sampai  dengan  janda /duda  

Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  yang  bersangku tan  meningga l  

dun ia ,  dan  te rnya ta  Tergugat  menyadar i  adanya  keke l i r u an  

atau  kesa lahan  dalam menerb i t k an  keputusan  te rsebu t ,  maka 

Tergugat  dapat  dan  berwenang  membata lkannya  atas  

in i s i a t i f  send i r i  (asas  spontane  vern ie t i g i n g )  

sebaga imana  yang  te rmuat  da lam  dik tum  per tama  obyek  

sengketa  yang  pada  pokoknya  menetapkan  semua  keputusan  

Rekto r  Unive rs i t a s  Neger i  Malang  yang  te rka i t  dengan  

Rumah  Negara  d inya takan  gugur  demi  hukum  dan  t i dak  

ber l aku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  te rhadap  pember lakuan  Pera tu ran  

Menter i  pend id i kan   Nasiona l  Nomor  76 Tahun 2008  sebaga i  

dasar  penerb i t an  obyek  
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sengketa  t i dak l ah  ber laku  suru t  ( re t r o  akt i f )  karena  

pera tu ran  perundang- undangan   maupun   pera tu ran  

pelaksanaan   sebe lum  ber lakunya   Pera tu ran

 Menter i  …………

Menter i  te rsebu t  t i dak l ah  te rdapa t  adanya  konf l i k  norma 

dengan  Pera tu ran  Menter i  Nomor  76  Tahun  2008,  khususnya  

yang  berka i t an  hak  penghun ian  te rhadap  rumah  dinas  

golongan  I I ,  te tap i  Pera tu ran  Menter i  te rsebu t  secara  

yur i d i s  hanya  sebaga i  dasar  untuk  melakukan  t i ndakan  

pencabutan  keputusan  iz i n  penghun ian  dalam  rangka  

pener t i b an  penge lo l aan  rumah d inas  dan t i dak  d ipe rgunakan  

oleh  Terguga t  untuk  melakukan  pengu j i an  te rhadap  

keputusan  i j i n  penghun ian  sebe lumnya  ( in  casu  Sura t  

Keputusan  Rekto r  IK IP  Malang  Nomor  Sp.149 /R /10 /1977  

tangga l  28  Ju l i  1977  ten tang  Penunjukan  Penghun ian  Rumah 

Dinas  kepada   Penggugat   untuk  menempat i  

rumah    d inas    IK IP   Malang    (Un ive rs i t a s   Neger i  

Malang)   yang  bera lamat  

di  Ja lan  Simpang  Bogor  Nomor  9  Malang  dan  Keputusan  

Rekto r  Univers i t a s  Neger i  Malang  Nomor  0545-

a/KEP/H32/PS/2007  tangga l   26  Jun i  2007  ten tang  Penataan  

Penghun ian  dan  Sta tus  Rumah Negara  di  Univers i t a s  Neger i  

Malang) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  ber t i t i k  to lak  dar i  se lu ruh  

per t imbangan  di  atas ,  Pengad i l an  berpendapat  bahwa 

t i ndakan  Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  sengke ta  t i dak  

te rbuk t i  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  maupun  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ,  maka  gugatan  Penggugat  harus  dinya takan  di to l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

di to l ak ,  maka  te rhadap  permohonan  Penggugat  menganai  

penundaan  pelaksanaan  Keputusan  obyek  sengke ta  merupakan  

permohonan  yang  t i dak  bera lasan  hukum,  karenanya  harus  

di to l ak  pu la  o leh  Pengad i l an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ………..

Menimbang,  bahwa  sehubungan  gugatan  Penggugat  

di to l ak  oleh  Pengadi l an ,  maka   Penggugat  harus  d ihukum 

untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  

disebu tkan  da lam  amar  putusan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ala t  bukt i  la i n  yang  belum 

diper t imbangkan  dalam  putusan  in i  t i dak  per l u  

dipe r t imbangkan  lag i  karena  ala t  bukt i  te rsebu t  t i dak  

re levan  untuk  dipe r t imbangkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- -  

Menginga t ,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  

Undang- Undang  Nomor    9   Tahun   2004   dan  Undang- Undang  

Nomor 51 Tahun 2009 beser ta

pera tu ran  perundang- undangan  yang  berka i t an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M   E   N   G   A   D    I     L   I   :  

Dalam Ekseps i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Menyatakan  ekseps i  Tergugat  t i dak  di te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Sengketa  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

• Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - -

• Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam  sengketa  in i  

sebesar  Rp.  151.000 , -  (Sera tus  l ima  puluh  

satu  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  dipu tus  dalam  rapa t  musyawarah  Maje l i s  
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Hakim  pada  Har i  Senin ,   Tangga l  7  Desember  2009,  o leh  

SIMBAR KRISTIANTO,  S.H.  sebaga i  Hakim  Ketua  Sidang,  

dengan  HARI  SUGIHARTO, S.H. ,  M.H.  dan  ANING WIDI  RAHAYU, 

S.H.  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  

te rsebu t   d iucapkan   dalam   pers idangan   yang  te rbuka  

untuk  umum

pada …………

pada  Har i  Selasa ,   Tangga l  15  Desember  2009   oleh  

Maje l i s  Hakim te rsebu t  

dan  diban tu  oleh  ARY  SUSETYONINGTYAS,  SH.  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i   Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Surabaya  

dengan dihad i r i  o leh  Kuasa Penggugat  dan Kuasa Tergugat

Hakim  Anggota ,  

Hakim Ketua  Sidang,

HARI  SUGIHARTO, S.H. ,  M.H.                      SIMBAR 

KRISTIANTO,  S.H.

ANING WIDI  RAHAYU, S.H.
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Pani te ra  Penggant i ,

ARY SUSETYONINGTYAS, S.H.

 

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaf ta ran  gugatan  …………………………….Rp.

30.000 , -

2. Biaya  Kepani te r aan  ……………………………….Rp. 

110.000 , -

3. Redaks i  ………………………………………………..Rp.  

5.000 , -

4. Matera i  ………………………………………………...Rp.  

6.000 , -

            Jumlah   Rp.  

151.000 , -

                     (Sera tus  l ima  pu luh  satu  

r i bu  rup iah )

C A T A T A N  :

Bahwa  putusan  in i  be lum  mempero leh  kekuatan  hukum 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

te tap ,  o leh  karena  pada  har i  sen in ,  tangga l  28  Desember  

2009 pihak  Penggugat  te lah  menyatakan  upaya  band ing .

Surabaya ,  28 Desember  2009

       Pani te r a ,

NURSYAM B.  SUDHARSONO, S.H.

PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. M e t  e r  a  i  …………………………………. Rp.     6.000 , -

2. Leges   ………………………………………….Rp.    3.000 , -

3. Lega l i sas i  tanda  tangan   ……………….. Rp.  10.000 , -

4. 68 Lembar    X   Rp.  300 …………………. Rp.  20.400

Jumlah Rp.  39.400 , -

(T iga  puluh  sembi lan  r i bu  empat  ra tus  

rup iah )  
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